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ABSTRAK

Nama : Dara Ainal M

NIM : 180102057

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan
Kemasan Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah

Kuala Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang . 27 Desember 2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing | : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing Il : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : Jual Beli, UU No. 8 Tahun 1999, Kemasan Styrofoam

Jual beli yang ideal adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun,
dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Dalam jual beli makanan
menggunakan kemasan styrofoam diketahui bahwa styrofoam yang digunakan
untuk membungkus makanan mengandung za-zat yang berbahaya bagi
kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor
penyebab penjual makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan
styrofoam sebagai kemasan makanan, dampak positif dan negatif penggunaan
styrofoam pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi dan kesehatan, serta
tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli makanan kemasan
styrofoam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan
ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi
dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab
pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam
sebagai kemasan makanan ialah dari segi harga, kebersihan, kelaziman, dan
kenyamanan. Dampak positif-penggunaan styrofoam pada kemasan makanan
dalam aspek ekonomi karena harganya yang murah sedangkan dampak negatif
dari aspek kesehatan yaitu dapat membahayakan kesehatan konsumen dan
menimbulkan berbagai penyakit. Ditinjau dari hukum Islam bahwa akad jual
beli makanan kemasan styrofoam menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah
satu syarat objek jual beli, yaitu harus dapat dimanfaatkan sebagaimana
mestinya dan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam yaitu tidak menimbulkan
mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Makanan
dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang terkandung dalam styrofoam
dan mengakibatkan kerugian pada pembeli berupa dapat membahayakan
kesehatan pembeli dan menimbulkan penyakit, sehingga tidak terciptanya
kemaslahatan dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli tersebut melanggar
UUPK pasal 4 huruf a dan pasal 8 ayat (1).
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huru | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
f
Latin Arab Latin
Arab
| Alf tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan kan titik di
bawah)
-« Ba’ B Be B za z zet
(dengan
titik di
bawah)
) Ta’ T Te & ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan | ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J Je s Fa’ F Ef
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Ha’ h ha k) Qaf Ki
(dengan
titik di
bawah)

Kha’ Kh ka dan ha S Kaf Ka
Dal D De J Lam El
Zal Z zet a Mim Em

(dengan

titik di

atas)
R’ R Er O Niin En
Zai Z Zet P Wau We
Sin S Es ° Ha’ Ha
Syin Sy es dan ye e Hamz Apostrof
ah

Sad S es (dengan s Ya’ Ye

titik di )

bawah)
Dad d de

(dengan

titik di

bawah)




2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
s fathah dan ya’ Ai adani
v fathah dan wau Au adanu

Contoh:
S8 Kataba
J=  fuala
)53 -zukira
‘}—’-‘“4 -yazhabu
J suila
el kaifa
Jd  -haula




3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
LELsh fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
8 kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
Ja -qala
R)  -rama
J8 -gila

Zb;a -yaqilu
4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk fa@’marbitah ada dua:
1) Ta’ marbitah hidup
Ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Ta’ marbitah mati
Ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan Kkata yang terakhir adalah ' marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

J \ﬂaiﬁigﬁb}) -raud ah al-atfal
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-raud atul atfal
53l gl -al-Madmah al-Munawwarah
-AL-Madmatul-Munawwarah
:\Auﬂ -talhah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

t—‘:’,) -rabbana
d)—i -nazzala
3;\5\ -al-birr
el -al-hajj
o -nu " ‘ima
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
:ﬁﬁ\ -ar-rajulu
Y -as-sayyidatu
Oyl -asy-syamsu

é-m\ -al-galamu
&l al-badiu
VAN aljalai
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
< o4 i
SRR & -ta’ khuzina
4‘«3-"5‘ -an-nau’
(5.“:‘ -syai 'un
8] -inna
PR .
‘—U-S‘ -umirtu
XKl -akala
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8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.
Contoh:
G5B 3150 58 540 )5

O Sl 5101 3858

el a3

b LaHaslal aa 4 by
il fea G U e At

S i W

9. Huruf Kapital

-Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innalldaha lahuwa khairurrazigin
-Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan

-Ibrahim al-Khalil

-Ibrahimul Khalil

-Bismillahi majrahd wa mursah
-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

-Man istata‘a ilahi sabila

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:
O3 328 a5

o Bl s 5 all &)

i 8 U3 30 Glamay i

il 38y L 81l

Gl B 5 db 2aa

-Wa ma Muhammadun illa rasul

-Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
-lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu

-Syahru Ramad anal-lazi wunzila fihil

qur’anu

-Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubini
-Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:

Ci 3G Al (e

ied DY 4
fle o008 05 A

-Nasrun minallahi wa fathun qarib
-Lillahi al-amru jami‘an

-Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

XV



10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi. Dengan
interaksi, manusia dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu
praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia yaitu terjadinya jual beli
yang dengan itu manusia mampu memperoleh kebutuhan hidup yang
diinginkannya. Islam mengatur permasalahan ini dengan sangat rinci dan
seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu
berinteraksi dalam batas syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya
terhadap sesama manusia.*

Jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau penukaran
kepemilikkan melalui jalan pergantian menurut bentuk yang dibolehkan oleh
syara’.2 Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan syara’ ialah jual beli yang
memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lainnya yang
berhubungan dengan jual beli. Pada prinsipnya, hukum jual beli itu dibolehkan

sebagaimana Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 275:
(YVo: sadl) S 5555 C‘“M ” J"‘J

Dan Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(QS. Al-Bagarah [2]: 275).

Jual beli harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, dimana
kemaslahatan ini sangatlah berdampak kepada seluruh pihak. Segala urusan
dalam kegiatan muamalah kemaslahatan yang sangat diutamakan. Apabila

terdapat suatu kegiatan yang merugikan salah satu pihak maka kemungkinan

! Deden Kushendar, Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam (Jakarta: Yurcorp, 2010),
him. 24

2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2003), him. 193
1



besar dapat muncul perpecahan antara penjual dan pembeli. Maka dari itu,
kemaslahatan menjadi salah satu kewajiban dalam melaksanakan kegiatan
muamalah.

Selain jual beli barang, Islam juga mengatur mengenai jual beli makanan
yang dikonsumsi oleh umatnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia
haruslah mengonsumsi makanan yang halal dan baik bagi tubuhnya baik secara
zat maupun cara memperolehnya.

Allah Swt berfiman:

36 oS0 8 e ot oplat WAE Y b Yol ¥l @ Gl gt

(VEA @ eludl) :Mi

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena

sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. (QS al-Bagarah

[2]: 168).

Sebagaimana dalam ayat diatas, Allah Swt. menerangkan bahwa Dialah
yang memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya. Allah Swt. menyebutkan
sebagai pemberi karunia kepada seluruh makhluk-Nya, bahwa Allah Swt.
membolehkan manusia untuk makan dari segala apa yang ada di bumi, yaitu
yang dihalalkan bagi mereka serta baik dan tidak membahayakan tubuh dan akal
pikiran mereka. Allah Swt. juga melarang manusia mengikuti langkah syaitan
dalam hal-hal yang menyesatkan para umat manusia.®

Makanan memberi dampak yang begitu besar baik bagi kesehatan fisik
maupun kesehatan mental seseorang. Islam banyak memberikan perhatikan
tentang bagaimana cara menjaga makanan yang baik serta tidak terkontaminasi
oleh hal-hal yang berbahaya dan harus dihindari seperti zat-zat kimia yang
sangat berbahaya bagi manusia. Seluruh aturan yang telah tetapkan oleh Allah

swt. yang berhubungan dengan makanan memperlihat betapa Islam sangatlah

3 Kamarul Azmi Jasmi, Halalan Tayyiban Asas Pemakanan Islam: Surah al-
Bagarah (2: 168-173), Program Budaya al-Quran, Siri 32 pada 24 hb, 2019, him. 2-3



memperhatikan kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk-makhluk
lainnya.*

Islam melarang untuk mengkonsumsi produk-produk mengandung hal
berbahaya meskipun produk tersebut adalah produk halal karena makanan
adalah sumber utama bagi manusia. Para pedagang memiliki tujuan untuk
menjaga kualitas hasil produksinya serta agar memperoleh keuntungan yang
besar sering kali menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat-zat kimia
yang berbahaya bagi manusia. Jika makanan telah terkontaminasi oleh zat-zat
kimia yang terdapat pada suatu wadah makanan dan menyebabkan terganggunya
kesehatan manusia, maka wadah makanan tersebut menjadi haram untuk
digunakan.

Jual beli pangan, keamanan pangan adalah syarat penting yang harus
dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Keamanan pangan bukanlah merupakan
isu duni, namun juga menyangkut kepedulian individu.> Oleh sebab itu,
konsumen perlu mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Pada saat ini, perlindungan konsumen sudah merujuk sampai kepada
kegiatan perdagangan, dengan harapan melalui kegiatan ini pelaku usaha dan
konsumen sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban yang setara. Di
Indonesia pada saaat ini, perlindungan konsumen sudah mendapat perhatian
lebih sebab sudah menyangkut tentang aturan untuk menciptakan kesejahteraan.
Untuk menciptakan rakyat yang sejahtera, maka dibutuhkan keseimbangan
antara pelaku usaha dan konsumen.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012

tentang Pangan untuk memberikan arti penting dari pangan serta keamanan

4 Asmawati, “Konsep Makanan Dalam Islam, Kajian Figh Mu’amalah,” Jurnal
Ilmiah Prodi Mu’amalah At-Tasyri’, Vol. No. 3, him. 284

> Purnawati Nainggolan, Jumirah, Albiner Siagian, “Pengaruh Penyuluhan
Terhadap Perilaku Pedagang Gorengan Tentang Bahaya Penggunaan Kertas Koran Bekas
Sebagai Kemasan Gorengan Di Daerah Asrama Haji Medan,” Jurnal Gizi Kesehatan
Reproduksi dan Epidemiologi, Vol. 1 No. 2, 2012, him. 1



pangan. Menurut Undang-undang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai
suatu kondisi atau upaya yang dibutuhkan agar tercegah dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia serta benda-benda lain yang bisa mengganggu,
merugikan dan membahayakan kesehatan manusia sebagai konsumen dan juga
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga
aman untuk dikonsumsi.® Adapun yang termasuk dalam keamanan pangan yaitu
produk pangan, pengemasan pangan dan pengedaran makanan, juga terdapat
Undang-Undang Kesehatan Pasal 4 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap manusia
berhak atas kesehatan.’

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah seharusnya makanan atau
bahkan kemasan makanan yang bisa membahayakan kesehatan manusia untuk
tidak dipergunakan dalam transaksi jual beli makanan. Tetapi pada umumnya
masih banyak pelaku usaha yang gemar menggunakan styrofoam sebagali
kemasan makanan. Polystyrene atau styrofoam adalah suatu produk plastik yang
banyak diterapkan sebagai wadah atau kemasan makanan. Styrofoam ini
umumnya berwarna putih, terlinat bersih serta berbentuk ringan dan simple.®

Styrofoam dipilih sebagai kemasan makanan karena dapat menjaga
makanan tetap panas atau dingin, nyaman untuk dipegang, dapat menjaga
keutuhan bahan, biaya murah, serta memiliki bentuk yang simple dan ringan.
Kemasan styrofoam digunakan sebagai pengemas makanan baik dari makanan
siap saji, makanan segar, ataupun makanan yang membutuhkan pengolahan

lebih lanjut.® Karena kelebihan tersebut, banyak pelaku usaha yang salah kaprah

& Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (5)
" Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4

8 Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, “Kajian Eksperimental
Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam, Kulit Jengkol dan Semen Putih
Sebagai Alternatif Bahan Isolator,” Jurnal Desiminasi Teknologi, Vol. 2 No. 2 2014, him.
121

% Elvit Indirawati, Sukmawati, Yuliani Soerachman, “Hubungan Pengetahuan dan
Sikap Penjual Makanan Online Terhadap Penggunaan Wadah Styrofoam di Wonomulyo,”
Jurnal Kesehatan Masyarakat, VVol. 5 No. 1, 2019, him. 61



menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan tanpa memperdulikan efek
samping dari kemasan tersebut.

Berdasarkan riset terkini membuktikan bahwasanya styrofoam diragukan
keamanannya karena mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi
kesehatan, terutama apabila dipakai sebagai kemasan makanan.® Kemasan
styrofoam terdiri dari beberapa polimer yang berasal dari bahan-bahan kimia
adiktif yaitu zat berbahan dasar formalin, benzena, serta stirena. Berbagai zat
aditif yang terkandung dalam wadah ini bisa berpindah ke makanan yang
dikemas, yang sangat berbahaya bagi manusia sebab bersifat karsinogenik
(beracun) apabila dipakai berlebihan. Styrofoam ini semakin berbahaya
khususnya jika digunakan pada makanan-makanan yang berkuah ataupun air
minum yang panas atau bersuhu tinggi, serta apabila dijadikan sebagai wadah
makanan dalam jangka waktu lama. Zat stirena pada styrofoam dapat
mengakibatkan penyakit pada tingkat rendah seperti gangguan pada pernafasan,
iritasi pada kulit, iritasi pada mata dan pada penggunaan tingkat tinggi dapat
mengakibatkan kanker. Zat aditif yang terdapat pada styrofoam ini bisa
berpindah dari styrofoam ke makanan. Zat-zat tersebut akan menjadi racun serta
dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin dan sistem reproduksi
apabila masuk ke dalam makanan. Oleh karena itu, penggunaan styrofoam dapat
membuat makanan menjadi beracun. Berbagai zat beracun itu akan semakin
cepat berpindah ke dalam makanan apabila makanan atau minuman semakin
panas disimpan dalam wadah styrofoam.*!

Penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan secara tidak langsung
telah melanggar hak keamanan konsumen sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana

10 Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, “Kajian Eksperimental
Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam...., him. 121

11 1zzah Al Mukminah, “Bahaya Styrofoam dan Alternatif Penggantinya,” Majalah
Farmasetika, Vol. 4 No. 2, 2019, him. 32-33



konsumen berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan atas terjadinya
transaksi jual beli makanan.

Penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan dapat ditemukan pada
pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, baik dari
pedagang makanan kaki lima hingga rumah makan atau restoran. Seperti para
pedagang makanan di jalan Lingkar Kampus Gampong Rukoh yang banyak
menjual nasi uduk dan ayam geprek menggunakan styrofoam sebagai
pembungkus makanan. Karena kawasan ini merupakan kawasan yang berada di
dekat kampus UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala menjadikan
banyaknya pelaku usaha yang menjual makanan dengan harga yang relatif
murah untuk kantong mahasiswa, seperti harga nasi uduk dan ayam geprek yang
berkisar mulai dari Rp. 10.000,00 saja. Begitu pula para pedagang makanan di
Kopelma Darussalam, Jeulingke, Lamgugob yang menggunakan styrofoam
sebagai pembungkus makanan seperti nasi uduk, ayam geprek, nasi goreng,
batagor, kentang goreng dan makanan lainnya.

Styrofoam sudah lazim digunakan oleh para pedagang sebagai
pembungkus makanan karena dianggap mudah dan praktis sehingga masih
banyak pelaku usaha yang salah kaprah menggunakan styrofoam tanpa
memperdulikan efek samping dari kemasan tersebut. Dari permasalahan tersebut
penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan
Kemasan Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di
atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis tetapkan dalam penelitian ini

yaitu:



1. Apakah faktor-faktor penyebab penjual makanan di Kecamatan
Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan
makanan?

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif penggunaan styrofoam
pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi dan kesehatan?

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan

kemasan styrofoam?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang

menjadi tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pihak penjual makanan di
Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai
kemasan makanan.

2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan styrofoam
pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi dan kesehatan.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan

kemasan styrofoam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis selama ini tentang berbagai karya
ilmiah lainnya yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan
dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang
terkait, antara lain yaitu:

Di dalam skripsi yang ditulis oleh Putri Suhaila (2019) yang berjudul
“Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Wadah Styrofoam Sebagai
Kemasan Makanan Pada Penjual Jajanan Di Kecamatan Medan Johor Kota

Medan Tahun 2019”. Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatar



belakangi pemakaian kemasan styrofoam pada penjual jajanan di Kecamatan
Medan Johor. Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara pendidikan,
pengetahuan, sikap serta ketersediaan wadah dengan penggunaan wadah
styrofoam sebagai kemasan makanan pada penjual jajanan, namun tidak terdapat
hubungan antara jenis kelamin, lama berjualan serta lingkungan dengan
penggunaan wadah styrofoam sebagai kemasan makanan pada penjual jajanan.?

Penelitian di atas lebih berfokus kepada mencari faktor yang melatar
belakangi pemakaian kemasan styrofoam pada penjual jajanan di Kecamatan
Medan Johor. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli
makanan kemasan styrofoam yang dianalisis dari konsep jual beli dalam Islam
dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di dalam artikel jurnal yang ditulis olenh Ayu Kisantika Efendi dan Eny
Sulistyowati (2018) yang berjudul “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di
Sentral PKL Dharmahusada Surabaya Berkaitan dengan Penggunaan
Styrofoam Tanpa Logo dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Makanan’.
Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum PKL dalam menggunakan
styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang, menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi kesadaran hukum PKL dalam menggunakan styrofoam tanpa
logo dan kode daur ulang dalam kemasan pangan di Sentra PKL Dharmahusada
Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL memiliki tingkat kesadaran
hukum yang rendah dalam menggunakan styrofoam tanpa logo dan kode daur
ulang. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan
hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, tidak setujunya sikap hukum dan
tidak sesuainya pola perilaku hukum pedagang kaki lima. Tingkat pendidikan
pedagang kaki lima atau PKL, usia, serta akses informasi adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum PKL di Sentra PKL

12 putri Suhaila, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Wadah
Styrofoam Sebagai Kemasan Makanan Pada Penjual Jajanan Di Kecamatan Medan Johor
Kota Medan Tahun 2019” (Skripsi), Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan
Helvetia, Medan, 2019



Dharmahusada Surabaya terkait dengan penggunaan styrofoam tanpa logo dan
kode daur ulang pada kemasan pangan.*®

Penelitian di atas berfokus pada kesadaran hukum pedagang kaki lima
dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang dalam kemasan
pangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli makanan
kemasan styrofoam yang dianalisis dari konsep jual beli dalam Islam dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di dalam skripsi yang ditulis oleh Ridho Esa Ramadhan (2019) yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Styrofoam”.
Penelitian ini membahas tentang dampak penggunaan styrofoam pada kemasan
makanan dan penggunaan styrofoam ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini
memberikan kesimpulan bahwasanya pemakaian styrofoam sebagai wadah
pembungkus makanan panas seperti yang dipakai oleh sembilan PKL di Desa
Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan kurang baik
bagi kesehatan dikarenakan sangatlah ceroboh yakni makanan dibungkus ketika
masih dalam keadaan panas. Penggunaan styrofoam dapat membahayakan
kesehatan konsumen sebab pada proses pembuatannya terdapat percampuran
antara zat-zat kimia yang mampu berpindah ke dalam makanan dan apabila
dikonsumsi tubuh tentu bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker,
penyakit hypertiroit di mata, menyerang jantung serta lambung. Ditinjau melalui
hukum Islam, pemakaian wadah styrofoam yang mengandung zat-zat kimia
yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh yaitu bertentangan dengan hukum
Islam, terutama dalam hukum muamalah. Hukum Islam harus didasarkan pada
prinsip kemaslahatan bersama. Jika hal tersebut diabaikan, maka ia tidak lagi

mencerminkan hukum Allah. Oleh sebab itu, hukum Islam melarang secara

13 Ayu Kisantika Efendi, Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki
Lima di Sentral PKL Dharmahusada Surabaya Berkaitan dengan Penggunaan Styrofoam
Tanpa Logo dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Makanan,” NOVUM: Jurnal Hukum,
Vol. 5 No. 4, 2018
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tegas bila suatu produk kemasan membahayakan kesehatan apalagi
menyebabkan penyakit berat.*

Penelitian di atas dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan
penelitian yang penulis lakukan dianalisis menggunakan konsep jual beli dalam
Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Yuni Azmi Yusriyah, Asep
Ramdan Hidayat, dan Intan Nurrachmi (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kantong Plastik Hitam”.
Penelitian ini membahas tentang konsep jual beli dalam Islam, praktik jual beli
makanan menggunakan kantong plastik dan tinjauan hukum Islam terhadap jual
beli makanan menggunakan kantong plastik pada pedagang kaki lima di
Babakan Ciamis, Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak
PKL di Babakan Ciamis yang memakai kantong plastik hitam. Ditinjau menurut
hukum Islam, pemakaian kantong plastik sebagai kemasan makanan dilarang
sebab plastik mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya yang bisa
menyebabkan berbagai penyakit bahkan hingga menimbulkan kematian apabila
dipakai dalam jangka waktu lama. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum
Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.®

Penelitian di atas menggunakan objek kantong plastik hitam dan hanya
dianalisis dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis
lakukan menggunakan objek kemasan styrofoam dan dianalisis dari konsep jual
beli dalam Islam dan UU Perlindungan Konsumen.

Di dalam skripsi yang ditulis oleh Minawati Surahman (2019) yang
berjudul “Tinjauan Maslahah dan Perundang-undangan Produksi Pangan

Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan

14 Ridho Esa Ramadhan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan
Styrofoam” (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2019

15 Yuni Azmi Yusriyah, Asep Ramdan Hidayat, dan Intan Nurrachmi, “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kantong Plastik Hitam,”
Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2, 2021
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Kabupaten Madiun”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan maslahah dan
perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas penggunaan nomor P-
IRT produk brem yang digunakan oleh para produsen industri brem dan tinjauan
maslahah dan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas
pencantuman label tulisan halal pada produk brem. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa maslahah dalam pemakaian nomor P-IRT secara
bersamaan yang dilakukan oleh para produsen, yaitu masuk dalam maslahah
hajiyyah yang bertujuan penggunaan nomor P-IRT secara umum tersebut ialah
agar memberi kemudahan kepada produsen industri rumah tangga brem dalam
memproduksi produknya. Dalam hal ini, berdasarkan peraturan perundang-
undangan produksi pangan dimana para produsen masih belum mematuhi aturan
yang telah ditetapkan. Maslahah pada pencantuman label halal yang dilakukan
oleh produsen masuk kedalam golongan maslahah dharuriyah, karena berkaitan
dengan kemaslahatan di dunia dan akhirat serta mencakup pada pemeliharaan
agama, akal, dan harta. Saat ini para produsen industri rumah tangga brem
belum memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan label halal berdasarkan
ketentuan hukum tentang produksi pangan dan belum menaati aturan yang
terdapat dalam undang-undang yang telah ditetapkan.®

Penelitian di atas menggunakan objek legalitas produsen brem terhadap
nomor P-IRT dan label halal dan dianalisis menggunakan perundang-undangan
produksi pangan. Sedangkan  penelitian yang penulis lakukan menggunakan

objek kemasan styrofoam dan dianalisis menggunakan UUPK.

E. Penjelasan Istilah
Agar lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, penulis akan

terlebih dahulu memaparkan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini,

16 Minawati Surahman, “Tinjauan Maslahah dan Perundang-undangan Produksi
Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun”, (Skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo, 2019
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yang berguna untuk menegaskan definisi operasional variabel penelitian.
Berikut ini beberapa istilah yang perlu dijelaskan:
1. Hukum Islam
Hukum Islam merupakan nama yang biasa diberikan untuk dasar-dasar
serta hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad
saw. yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh umat Islam dengan sebaik-baiknya,
baik dalam hubungan dengan Allah swt. ataupun dengan sesama manusia
lainnya. Disebut dengan syariah atau lengkapnya ialah syariah Islamiyah yang
dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai syari’ah Islam.!” Hukum Islam
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peninjauan pada konsep jual beli
(ba’i) dalam Figh Muamalah.
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan sebagai gambaran
adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari segala
bentuk kerugian atas penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa. Menurut
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1,
perlindungan konsumen ialah segala bentuk upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan
yang dimaksud dengan konsumen ialah tiap-tiap orang pengguna barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri,
keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lainnya, serta tidak untuk
diperdagangkan.'®
3. Jual Beli
Dalam istilah figih, jual beli disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual,
mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan

menurut para ulama Hanafiah, pengertian jual beli adalah “Tukar menukar

17 Hasby Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),
him. 44

18 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), him. 1
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sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui jalan tertentu yang
bermanfaat”. Adapun yang dimaksud dengan jalan tertentu yakni ijab dan
kabul, atau dapat juga dengan jalan saling memberikan benda dan harga dari
penjual serta pembeli dengan catatan bahwa barang yang diperjualbelikan itu
haruslah bermanfaat untuk manusia.*®
4. Kemasan Styrofoam

Kemasan styrofoam adalah kemasan yang terdiri dari polimer-polimer
yang bsumber dari bahan-bahan kimia adiktif. Kemasan ini umumnya berwarna
putih dan berbentuk kaku. Styrofoam sering digunakan sebagai kotak

pembungkus makanan.?

F. Metode Penelitian

Keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh seberapa akurat dan
lengkapnya informasi tentang topik penelitian diperoleh melalui metode
penelitian. Data yang dihasilkan melalui penggunaan metode penelitian
membantu peneliti membuat karya ilmiah yang dapat dipertimbangkan. Dapat
dikatakan dengan jelas bahwa penggunaan metode penelitian sangat
mempengaruhi kualitas penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan
penelitian, penulis menggunakan beberapa hal, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih untuk menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya
dijelaskan berdasarkan fakta-fakta terhadap. sebuah objek yang diteliti.
Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian dimana menghasilkan

19 Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him.
111

2 Jzzah Al Mukminah, “Bahaya Wadah Styrofoam dan Alternatif Penggantinya,”
Majalah Farmasetika, Vol. 4 No. 2, 2019, him. 1
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data-data deskriptif yang bisa berupa kata-kata tertulis ataupun hasil pengamatan
terhadap perilaku manusia.?
2. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka
jenis penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian
penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research).?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Spesifikasi
penelitian bersifat deskriptif-analitis dimaksudkan agar dapat memberikan
gambaran dan analisis tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Bagitu juga untuk dapat
dilakukan penganalisaan dalam hal mengambil keputusan berdasarkan
kenyataan dari masalahnya. Kesimpulan-kesimpulan tersebut bersifat umum.
Deskriptif yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan
objek penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta bertujuan
agar dapat memberikan gambaran terhadap suatu objek yang menjadi masalah
dalam penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber
data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara
langsung oleh pengumpul data yaitu penulis. Adapun yang termasuk sumber
data primer dalam penelitian ini yaitu data lapangan, yaitu pedagang makanan di
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Data primer sendiri didapatkan
melalui metode observasi dan wawancara dengan lima belas pedagang makanan

di Kecamatan Syiah Kuala yang terdiri dari lima pedagang di Gampong Rukoh,

2l Lexy J Moeong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Raja Rosdakarya,
2000), him. 3

22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), him. 2
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lima pedagang di Gampong Kopelma Darussalam, dua pedagang di Gampong
Jeulingke, dua pedagang di Gampong Lamgugob, dan satu pedagang di
Gampong Pineung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yakni hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan hukum sekunder, yakni sumber yang secara tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang
termasuk dalam sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu
buku, jurnal, makalah, artikel, serta bahan tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode dalam teknik pengumpulan data pada
penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi berupa melakukan
pengamatan secara langsung kepada lima belas pedagang makanan yang
menggunakan kemasan styrofoam di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh,
disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku pedagang
tersebut.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan data primeryang didapatkan
melalui proses wawancara bersama berbagai pihak yang berhubungan dengan
objek penelitian penulis. Wawancara sendiri merupakan kegiatan tanya jawab
antara pewawancara dengan narasumber untuk meminta pendapat atau
keterangan mengenai suatu hal.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan lima belas
pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang terdiri

dari lima pedagang di Gampong Rukoh, lima pedagang di Gampong Kopelma
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Darussalam, dua pedagang di Gampong Jeulingke, dua pedagang di Gampong
Lamgugob, dan satu pedagang di Gampong Pineung.
5. Objektivitas dan Validitas Data
Dalam pengumpulan data agar penelitian lebih mudah tersusun dan
dipahami, maka peneliti bebas menggunakan berbagai macam objek
pengumpulan data. Dalam hal ini, penulis menggunakan alat komunikasi berupa
telepon seluler serta alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yakni informasi
dari hasil wawancara dan transkip data yang berkaitan dengan topik
pembahasan.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode
penelitian hukum deskriptif analitis, yakni dengan melakukan penelitian dan
pengamatan langsung ke lima belas pedagang makanan di Kecamatan Syiah
Kuala Kota Banda Aceh serta memaparkan data-data disertai dengan analisis
yang berkaitan dengan masalah kemasan styrofoam pada pedagang makanan di
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
7. Pedoman Penulisan
Dalam setiap penulisan tentu memiliki rujukan dalam teknik
penulisannya. Adapun buku-buku yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi
ini yaitu:
a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Edisi Revisi 2019
b. Al-Quran dan terjemahannya
c. Buku-buku figh muamalah

d. Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Sistematika Pembahasan
Agar memudahkan penulis dalam membahas topik-topik dalam

penelitian ini dan untuk memahami permasalahan secara sistematis, maka
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penulis membagi penelitian ini menjadi empat bab, yang klasifikasinya adalah
sebagai berikut:

Bab satu ialah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode
penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua mengkaji tentang landasan teori yang digunakan berdasarkan
literatur serta teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti penulis
yaitu mengenai teori jual beli dan teori perlindungan konsumen dalam UU No. 8
Tahun 1999. Pertama pembahasan mengenai jual beli yaitu pengertian dan dasar
hukum jual beli, syarat-syarat objek jual beli, jual beli yang sah tetapi dilarang
dalam Islam. Pembahasan tentang teori perlindungan konsumen meliputi
pengertian, asas dan tujuan perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban
konsumen.

Bab tiga penulis menjelaskan serta menguraikan mengenai hasil yang
didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Pembahasan meliputi
gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab penjual makanan di
Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan
makanan, dampak positif dan negatif penggunaan styrofoam pada kemasan
makanan dalam aspek ekonomi dan kesehatan, serta tinjauan hukum Islam dan
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli
makanan kemasan styrofoam di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Bab empat adalah bab terakhir sekaligus penutup dari karya ilmiah ini.
Dalam bab empat ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan serta saran-
saran yang bersifat membangun kepada berbagai pihak terkait berdasarkan pada

permasalahan-permasalahan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini.



BAB DUA
KONSEP JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli disebut dengan al-bai’ yang artinya mengganti,
menukar, serta menjual sesuatu benda dengan sesuatu benda lainnya. Terkadang
lafal al-bai’ juga dipergunakan bagi definisi lawannya yakni lafal al-syira yang
artinya adalah membeli. Maka dari itu, al-ba’i memiliki pengertian menjual
serta dapat juga diartikan jual beli atau membeli.?® Secara bahasa, jual beli
menurut Wahbah Zuhaili ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Adapun menurut Imam Mazhab Hanbali, Syafi’i dan Maliki, mengatakan bahwa
jual beli (al-ba’i) merupakan tukar-menukar suatu harta dengan suatu harta
lainnya pula dengan cara pemindahan hak milik serta kepemilikan.?*

Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazzi, pengertian jual beli
yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu
berdasarkan kepada aturan syara’, hanya untuk menerima manfaat yang
diizinkan oleh syara’ untuk selamanya, yang semacam itu haruslah melalui
pembayaran yaitu dalam bentuk uang. Menurut Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-
Malibari, jual beli ialah pertukaran suatu barang dengan barang lainnya.?®
Dalam kitab Kifayatul al-Akhyar, menurut Imam Tagiyuddin, jual beli adalah
saling menukarkan harta benda, saling menerima, bisa dikelola (tasharruf)
melalui jalan ijab kabul serta melalui jalan yang bersesuaian dengan aturan
syara’. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh Sunnah, yakni pertukaran

23 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), him. 101

2 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh Al Islam Wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr Al
Mu’ashir, 2005), him. 3304

% Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Almalibari, Fathul Mu’in (Jakarta: PT. Haromain
Jaya Indonesia, 2006), hIm. 66

18
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suatu barang dengan barang lainnya melalui cara saling memindahkan hak milik
dengan ada penggantinya.Sedangkan dalam kitab Fath al-Wahab, Syeikh
Zakaria al-Anshari menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar benda lain
dengan cara yang khusus (dibolehkan).

Secara istilah jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau
menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari salah
satu pihak ke pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama dan kerelaan diantara
kedua belah pihak, kepemilikan suatu harta benda melalui cara pertukaran yang
bersesuaian menurut ketentuan syara’, saling menerima, saling menukarkan
harta, bisa di kelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul yang sesuai menurut
aturan syara’.?® Dalam bukunya Shahih Fikih, Abu Malik Kamal menyatakan,
menurut istilah jual beli merupakan bentuk pertukaran suatu benda walaupun
masih dalam jaminan atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan, seperti jalan atau
melewati rumah, melalui salah satu yang sebanding terhadap keduanya, bersifat
tetap, serta tidak mengandung unsur piutang ataupun riba.?’

Pengertian ba’i menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah adalah jual-beli benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.?®
Oleh karena itu terjadilah transaksi jual beli yang memperlihatkan bahwasanya
dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yang melakukan pertukaran
ataupun saling menukar.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa jual beli adalah perjanjian
yang dilaksanakan oleh dua orang yang melakukan transaksi yakni mencakup
penjual serta pembeli, yang mana pihak yang pertama memberikan suatu benda
sedangkan pihak kedua memberikan imbalan dapat dalam bentuk uang atapun

benda (barter), yang dilaksanakan dengan cara sukarela antara kedua belah

% Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), him. 67-
69

27 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Penterjemah:
Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), him. 418

28 Mardani, Figh Ekonomi..., him. 101
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pihak menurut perjanjian atau kesepakatan yang sudah disetujui oleh keduanya

yang bersesuaian dengan aturan yang sudah ditentukan menurut syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an,
sunnah, serta ijma’.%°
a. Al-Qur’an
1) QS. Al-Bagarah ayat 275:

(YV0 : 8aM) .5 w0 2l
Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(QS. Al-Bagarah [2]: 275).
2) QS. An-Nisa ayat 29:

A5 5 & 585 0N gl oz el LB Y ot i e

§yad Lo oK, & ab &y € oK 2 Y 2K

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Berlandaskan pada beberapa ayat al-Quran yang telah disebutkan di atas,
bisa diketahui bahwasanya jual beli adalah suatu pekerjaan yang mulai serta
halal. Melalui jual beli ini manusia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya,
sekaligus mencari karunia Allah SWT. Jual beli yang dimaksud pada ayat di atas
bukanlah jual beli yang mengandung riba, ataupun jual beli yang menipu dan
bukan pula jual beli yang dilarang oleh syariat, namun jual beli yang jujur
dimana umat Muslim harus mencontohkan Rasulullah yang merupakan seorang

pedagang yang jujur serta amanah.

2 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
him. 26
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b. Sunnah
Pada hadits Rasulullah saw. disampaikan mengenai kebolehan jual beli,

diantaranya ialah:
B35 06 Jsk o G i J 6 4 52 o0ad o o 535 02
(arle oo olgy) 255 32 I 2o e 0 S

Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya
mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual
beli itu harus sama sama suka. (HR. lonu Majah).*°

c. Ijma’

Iima’ adalah kebulatan pendapat dari para fugaha mujtahidin pada suatu
masa terhadap suatu hukum setelah masa Nabi Muhammad saw. yakni masa
para sahabat serta generasi setelahnya. /jma’ merupakan salah satu dari beberapa
sumber hukum Islam yang memegang posisi kuat dalam menentukan atau
menetapkan hukum dari sebuah peristiwa bahkan sudah diakui secara luas
sebagai sumber hukum yang menduduki posisi ketiga dalam hukum Islam. Oleh
karena itu, ketika terjadi suatu kejadian yang membutuhkan ketetapan hukum
yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum sebelumnya yaitu Al-Qur’an
dan Hadits, maka para mujtahid memaparkan pendapatnya tentang hukum
terhadap suatu kejadian serta disepakati ataupun disetujui oleh para mujtahid
lainnya, kesepakatan inilah yang disebut /jma %

Landasan jual beli pada /jma’, para ulama lalu menyepakati bahwa jual
beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwasanya manusia tidak dapat

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi,

%0 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, Sarah lbn
Majah, Juz Il (Beirut: Darul Fikri), him. 1737

31 Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yogyakarta: Graha llmu, 2007),
him. 30-31
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suatu bantuan atau barang milik orang lain yang diperlukannya itu harus diganti

dengan suatu barang lainnya yang sesuai dengannya.*?

B. Rukun dan Syarat Jual Beli
Dalam jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual
beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara’. Ada perbedaan pendapat ulama
Hanafiyah dan jumhur ulama dalam menentukan rukun-rukun jual beli tersebut.
Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanya satu, yakni ijab dan kabul.
ljab merupakan ungkapan untuk membeli dari pembeli, sedangkan kabul
merupakan ungkapan untuk menjual dari penjual. Menurut ulama Hanafiyah,
yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (ridha) dari kedua belah
pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu
adalah unsur hati yang sangat sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat. Oleh
karena itu, dibutuhakan indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua
belah pihak. Menurut mereka, Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua
belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli bisa tergambar dalam bentuk
ijab dan gabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang.*
Rukun jual beli itu ada empat menurut pendapat jumhur ulama, yaitu
sebagai berikut:
1. Terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Terdapat sighat (lafazh ijab dan gabul)
3. Terdapat barang yang dibeli (ma qud alaih)
4. Terdapat nilai tukar pengganti barang.3*
Menurut ulama Hanafiyah, orang yang melakukan akad, benda yang
dibeli, sereta nilai tukar pengganti barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli,

bukan mrupakan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai

32 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 75
33 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007), him. 7
3 Ibid, him. 7
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dengan rukun-rukun jual beli sebagaimana telah dijelaskan oleh jumhur ulama

di atas ialah:

1.

Syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama Figh menyepakati

bahwasanya orang yang melaksanakan akad jual beli itu harus memenuhi

syarat-syarat, yaitu :

a.

Berakal sehat. Oleh karena itu, kedua orang yang berakad yaitu
penjual dan pembeli harus mempunyai akal yang sehat supaya dapat
melaksanakan transaksi jual beli dalam keadaan sadar. Seperti jual
beli yang dilaksanakan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang
gila itu hukumnya tidak sah.

Atas dasar suka sama suka. Yakni kehendak atau kemauan sendiri
dan tidak boleh dipaksa oleh pihak manapun.

Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Maksudnya
adalah seorang tidak bisa berperan sebagai penjual sekaligus pembeli

dalam kurun waktu yang bersamaan.

Syarat-syarat yang terkait dalam ijab gabul

Orang yang mengucapkannya sudah baligh dan berakal.

Qabul sesuai dengan ijab. Jika antara ijab maupun gabul tidak sesuai
maka jual beli menjadi tidak sah.

ljab dan gabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya adalah
kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli harus hadir

serta membicarakan topik yang sama.*

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai
berikut:

a. Suci. Tidak sah dalam Islam melakukan transaksi jual beli barang

najis, seperti bangkai, anjing, babi, dan lainnya.

% 1bid, him. 9
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Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau diberi kuasa
orang lain yang memilikinya.

Barang yang diperjualbelikan terdapat manfaatnya. Contoh barang
yang tidak memiliki manfaat ialah seperti nyamuk, lalat, dan
sebagainya. Barang-barang tersebut tidak sah diperjualbelikan.
Namun, jika dikemudian hari barang tersebut bermanfaat akibat
perkembangan teknologi atau yang lainnya maka barang-barang
tersebut menjadi sah untuk diperjualbelikan.

Barang yang diperjualbelikan jelas serta dapat dikuasai.

Barang yang diperjualbelikan diketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya,
serta harganya.

Bisa diserahkan saat akad berlangsung.2®

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang akan dijual (untuk saat ini adalah uang), para

ulama Figh membedakan antara al-si > dan al-tsaman. Menurut mereka, al-si »

ialah modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum dijual

kepada konsumen (pemakai). Sedangkan al-tsaman ialah harga pasar yang

berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Oleh karena itu, terdapat dua

harga barang, yakni harga antar pedagang serta harga antar pedagang dan

konsumen (harga dipasar). Yang menjadi syarat-syarat dalam nilai tukar (harga

barang) yakni sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak itu harus jelas jumlahnya.

b. Bisa diserahkan pada waktu akad berlangsung, sekalipun secara hukum

seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang

itu dibayarkan kemudian (berutang), maka pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilaksanakan dengan saling mempertukarkan barang

maka barang yang dijadikan nilai tukar itu bukanlah barang yang

% MS. Wawan Djunaedi, Figih (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), him. 98
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diharamkan oleh syara’, seperti khamar, dan babi, karena kedua jenis

benda tersebut menurut syara’ tidak memiliki nilai.®’

C. Syarat-Syarat Objek Jual Beli
Definisi ma’qud alaih ialah objek ataupun barang yang menjadi sebab
terjadinya transaksi jual beli. Barang-barang yang diperjualbelikan itu harus
memenuhi beberapa syarat yakni sebagai berikut:®
1. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangatlah relatif,
karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli
adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras,
buah-buahan, sayur-mayur dan sebagainya), dinikmati suaranya (televisi,
radio, dan sebagainya), maupun dinikmati keindahannya (hiasan, rumah,
bunga). Dapat digunakan bagi kebutuhan yang bermanfaat seperti seorang
membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan agar lebih cepat dalam
menempuh perjalanannya. Barang yang dapat dimanfaatkan yang dimaksud
disini adalah kemanfaatan barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan
hukum Agama (syari’at Islam) serta tidak bertentangan dengan norma-
norma Agama.*

Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan. Maksudnya
ialah bahwa barang tersebut tidak berfungsi sebaliknya. Barang tersebut
tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang dapat membahayakan atau
merugikan manusia, serta kemanfaatan barang itu tidak bertentangan

dengan ketentuan hukum syara’ yang berlaku.*

87 Ghufron Ihsan, Figh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), him. 35

3 Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar (Semarang: CV
Toha Putra, 1997), him. 184

% Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), him. 144

40 Khumaidi Ja‘far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar lampung: Pusat
Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), him. 108
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2. Milik orang yang melakukan akad

Tidak sah menjualbelikan suatu barang yang bukan menjadi miliknya
sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Transaksi jual beli baru
bisa dilakukan jika yang melakukan akad itu memiliki kekuasaan untuk
melaksanakan transaksi jual beli.
3. Dapat diserahterimakan

Benda yang diakadkan harus bisa diserahterimakan dengan cara
cepat maupun lambat. Maka tidak sah menjual hewan-hewan yang telah lari
dan tidak bisa ditangkap lagi ataupun benda yang sulit untuk dihasilkannya.
4. Suci atau benda yang mungkin disucikan

Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan bukan merupakan
barang yang dikualifikasikan sebagai barang najis atau sebagai barang yang
digolongkan sebagai barang haram seperti anjing dan babi, maka hal tersebut
tidak sah untuk diperjualbelikan.
5. Tidak terbatas waktu

Maksudnya adalah tidak berlaku tenggang waktu tertentu dalam jual
beli, karena jual beli ialah salah satu cara kepemilikan secara penuh yang
tidak dapat dibatasi oleh apapun kecuali oleh ketentuan syara'.
6. Jelas kadar dan wujudnya

Benda yang sedang dijualbelikan harus dapat diketahui banyak,
berat, ataupun jenisnya. bagitu juga harganya harus diketahui sifat, jumlah
maupun masanya. Jual beli menjadi tidak sah karena mengandung unsur
penipuan apabila benda serta harganya tidak diketahui atau salah satu dari
keduanya tidak diketahui.

D. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang dalam Islam

Rukun-rukun dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam jual beli
jika terpenuhi maka dapat menimbulkan suatu kejadian hukum jual beli dalam
pelaksanaannya. Jual beli dalam hukum Islam itu bersifat terbuka, maksudnya

siapa saja boleh melaksanakannya asal rukun-rukun dan syarat-syaratnya
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terpenuhi. Namun, sifat keterbukaan dalam jual beli itu tergantung dari cara
yang digunakan. Cara apapun yang dapat menimbulkan persaingan antar pihak
untuk kepentingannya tidak boleh digunakan, karena dengan cara tersebut akan
menimbulkan ketidakmerataan pendapatan antar para penjual.

Berbagai cara yang digunakan namun tidak diperbolehkan itu akan
menjadi perbandingan bagi kehidupan dunia perdagangan saat ini, sehingga
seringkali menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Alasan timbulnya larangan
tersebut yaitu karena menyakiti kepada setiap orang baik penjual, pembeli
maupun kepada pihak lain yang tidak melakukan transaksi jual beli,
menyempitkan gerakan pasaran (kemampuan daya beli masyarakat), serta
merusak ketentraman umum (merusak kehidupan perekonomian masyarakat).**

Apabila ketiga faktor tersebut terjadi, mungkin akan mengakibatkan
terganggunya stabilitas ekonomi, sehingga akan menimbulkan jurang pemisah
antara yang mampu dan yang tidak mampu bahkan dapat menimbulkan akibat
fatal lainnya yaitu dapat terjadi kejahatan. Oleh karena itu, dalam transaksi jual
beli tidak dibenarkan suatu kegiatan yang tidak menunjukkan perdamaian antar
sesama umat manusia.*?

Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang dalam Islam, yaitu sebagai
berikut:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar,
sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, namun hanya semata-
mata agar orang lain tidak bisa membeli barang tersebut.

2. Membeli suatu barang yang telah dibeli oleh orang lain yang masih

dalam masa khiyar. Sabda Rasulullah saw.:

4l Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012) him.
284-286

42 Abdul Djamali, Hukum Islam (Mandar Maju: Bandung, 2002), him. 154-155
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Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin
Sa’id serta Ibnu Hujr mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami
Isma’il dia adalah Ibnu Ja’far, dari Al ‘Ala dari ayahnya dari Abu
Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: janganlah seorang
muslim menawar harga barang yang telah ditawar (dan disepakati
harganya) oleh muslim lainnya. (HR. Muslim).*®

Mencegat orang-orang yang akan datang dari desa ke luar kota,
kemudian membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan

ketika mereka belum mengetahui harga pasar. Sabda Rasulullah saw.:
Y5 OGS A dlag e Lo @0 0325 6 e 0 e g b e

ﬁdd}ﬁé JCJ ra&&;;‘g})ﬁb %dywdbbur‘a/é}

z

Dari Thawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, dia berkata
Rasulullah saw. bersabda: jangan kalian cegat kafilah dagang (sebelum
mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual untuk orang
desa. Dia (Thawus) berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa arti
sabda beliau janganlah orang kota menjual untuk orang desa?, dia
menjawab: janganlah seseorang menjadi perantara baginya. (HR.
Bukhari).*

43 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim, No. 2788
44 Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, No. 2013
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Hal ini jelas tidak diperbolehkan sebab dapat merugikan orang-orang
desa yang datang, serta mengecewakan gerakan pemasaran sebab barang
itu tidak sampai ke pasar.

4. Kemampuan untuk menyimpan atau menahan barang agar dapat dijual
dengan harga yang lebih tinggi pada saat masyarakat umum
membutuhkan barang tersebut. Hal ini jelas dilarang sebab dapat
mengganggu bahkan merusak ketentraman umum.

5. Menjual suatu barang yang berguna, namun kemudian dijadikan sebagai
alat untuk melakukan kemaksiatan oleh yang membelinya. Firman Allah

Swit.:

(6 ¢ ot @ oisialy &1 o 13565 ¥ = (s 5 o 1555
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

6. Jual beli yang diikuti dengan tipuan. Maksudnya pada transaksi jual beli
tersebut terdapat tipuan, baik dari pihak penjual ataupun dari pihak
pembeli, baik pada barang ataupun pada ukuran timbangannya.

Maka transaksi jual beli tersebut dipandang sah, namun hukumnya
haram sebab kaidah ulama Figh sebagai berikut:

“Apabila larangan muamalah itu sebab hal yang di luar urusan
muamalah, maka larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.”*°

E. Pengertian, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8
Tahun 1999

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999
Istilah kata konsumen berasal dari terjemahan kata consumer yang secara
harfiah artinya adalah tiap-tiap orang yang menggunakan barang. Dalam Kamus

Bahasa Inggris-Indonesia memberikan pengertian kata consumer sebagai

 Sulaiman Rasjid, Figh Islam..., him. 286
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konsumen ataupun pemakai.*® Definisi konsumen sebagai lawan produsen
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yakni pemakai barang-barang
hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pengertian
tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konsumen merupakan tiap-
tiap orang yang menggunakan sesuatu yang diproduksi oleh produsen, baik
berupa barang maupun jasa agar memenuhi kebutuhan sehari-harinya.*’

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan sebagai
gambaran adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari
kerugian akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut Undang-
undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen
merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum agar
memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan
konsumen itu sendiri ialah tiap-tiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang
tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendirinya sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain serta tidak untuk
diperdagangkan.“®

Perlindungan konsumen sendiri begitu luas cakupannya, meliputi
perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang di mulai dari tahapan
kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari
pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.*°

Berdasarkan paparan tentang konsumen dan perlindungan konsumen
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen merupakan
segala upaya yang ditujukan kepada konsumen untuk menjamin serta

mempertahankan hak-hak konsumen dalam usahanya untuk memenuhi

46 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), him. 15

47 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesia ed.3 cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hIm. 590

48 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), him. 1

49 Zulham, Hukum Perlindungan..., him. 22
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kebutuhan supaya bisa berjalan dan tepenuhi sebagaimana mestinya, juga
mencegah segala hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Sehingga bisa
dikatakan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen adalah payung hukum bagi

berbagai kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaku usaha.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999
Terdapat lima asas perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun
1999 Pasal 2 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Selain itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan

lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yakni:*°

a. Asas manfaat. Dikehendaki agar memberikan amanat bahwasanya
seluruh upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan
konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan. Dikehendaki supaya partisipasi semua masyarakat
bisa terwujud secara maksimal serta memberikan kesempatan bagi
pelaku usaha dan konsumen agar mendapatkan haknya serta
melakukan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan. Dikehendaki agar memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, kepentingan pelaku usaha, serta
kepentingan pemerintah pada arti Spiritual ataupun materiil.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dikehendaki agar
menjaminan  keamanan serta keselamatan konsumen pada
penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakannya.

%0 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia
(Depok: Rajawali Press, 2018), him. 208
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Asas kepastian hukum. Dikehendaki supaya baik pelaku usaha
ataupun konsumen mematuhi hukum serta mendapatkan keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara

menjamin kepastian hukum tersebut.>

Keberadaan konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam usaha

ekonomi dan bisnis. Hampir setiap orang yang telah memakai produk barang

dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat digolongkan sebagai

konsumen. Begitu banyaknya konsumen yang menggantungkan keperluannya

pada produk yang beredar di kalangan masyarakat, membuat keberadaannya

perlu mendapat perlindungan. Sebagai tindak lanjutan, pemerintah sudah

memberlakukan peraturan perundanng-undangan mengenai perlindungan

konsumen dimana perlindungan ini bertujuan untuk:

a.

Meningkatkan kesadaran, kemanpuan, serta kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

Mengangkat harkat serta martabat konsumen melalui cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,
menentakan, serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi dan juga akses
untuk memperoleh informasi;

Menumbuhkan keasadaran pelaku usaha tentang betapa pentingnya
perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap yang jujur serta
tanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.

51 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan..., him. 4
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Tujuan perlindungan konsumen pada dasarnya adalah agar mencapai
kemaslahatan dari hasil transaksi ekonomi maupun bisnis. Definisi maslahat
dalam kegiatan ekonomi atau bisnis ialah gabungan antara pencapaian
keuntungan dan berkah. Keuntungan didapatkan jika suatu kegiatan usaha
memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi dan berkah didapatkan jika saat
suatu usaha dilaksanakan dengan niat ibadah sesuai dengan prinsip-prinsip
syari’ah. Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhhkan kesadaran para pelaku usaha
agar selalu mengutamakan tindakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah serta peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.>2

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999
1. Hak-Hak Konsumen

Konsumen memiliki sejumlah hak yang harus diperoleh serta kewajiban
yang harus dilaksanakan sebagai pemakai barang atau jasa. Sangat penting
mengetahui hak-hak serta kewajiban sebagai konsumen supaya konsumen bisa
bertindak kritis dan mandiri, yakni konsumen bisa mengetahui apa yang harus
dilakukan jika terdapat tindakan yang bisa merugikannya. Berdasarkan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 terdapat hak-hak yang harus diperoleh
konsumen, yaitu:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dikehendaki agar menjamin

keamanan serta keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau

jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen bisa terhindar dari kerugian

(fisik ataupun psikis) saat mengonsumsi suatu produk.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangatlah penting, karena jika informasi yang

disampaikan kepada konsumen tidak memadai maka dapat menjadi salah

satu bentuk cacat produk, yakni yang dikenal dengan istilah cacat

%2 |bid, hIm. 6
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instruksi atau cacat karena informasi tidak memadai. Hak atas informasi
yang jelas dan benar dikendaki supaya konsumen bisa mendapatkan
gambaran yang benar terhadap suatu produk, karena dengan informasi
tersebut, konsumen bisa memilih produk yang diinginkan atau sesuai
dengan kebutuhannya, dan dapat menghindari kerugian akibat kesalahan
dalam penggunaan produk.

c. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dikehendaki agar memberikan kebebasan bagi
konsumen untuk memilih berbagai produk tertentu yang sesuai dengan
kebutuhannya, tanpa terdapat tekanan dari pihak luar. Berdasrkan hak
memilih ini, konsumen berhak mengambil keputusan untuk membeli
atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk
memilih baik dari segi kualitas maupun kuantitas jenis produk yang akan
dipilihnya.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini ialah hak dari konsumen supaya tidak dirugikan
lebih lanjut, atau hak supaya terhindar dari kerugian. Hak ini dapat
berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-
produk tertentu jika informasi yang didapatkan mengenai produk
tersebut kurang memadai, ataupun dapat berupa pengaduan atas adanya
kerugian yang sudah -dialami' ‘akibat ' penggunaan dari sutau produk,
ataupun yang berupa pernyataan/pendapat mengenai sebuah kebijakan
pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Hak ini
bisa disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik
disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga
tertentu, misalkan melalui YLKI.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini adalah hak yang sangat mendasar sebab menyangkut hak untuk

hidup. Tiap-tiap orang (konsumen) dengan demikian berhak untuk
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memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan
hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas
pangan, sandang, papan, dan juga hak-hak lainnya yang terdiri dari hak
agar memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
Hak atas ganti kerugian ini dikehendaki agar memulihkan keadaan yang
sudah rusak (tidak seimbang) dikarenakan adanya penggunaan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan atau keinginan konsumen.
Hak ini sangatlah berhubungan dengan penggunaan produk yang sudah
merugikan konsumen, baik berupa kerugain materi ataupun kerugian
yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Agar
hak ini dapat terealisasikan, tentu saja harus melalui prosedur tertentu,
yaitu yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) ataupun yang
diselesaikan melalui pengadilan.
g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dikehendaki supaya
kosumen mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan
supaya bisa terhindar dari kerugian akibat penggunaan suatu produk
barang dan/atau jasa. Melalui pendidikan konsumen itu, maka konsumen
akan menjadi lebih teliti serta kritis dalam memilih suatu produk yang
diperlukan.
h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini begitu penting bagi tiap-
tiap konsumen maupun lingkungan. Hak agar mendapatkan lingkungan
yang bersih juga sehat serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai
lingkungan ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal
5.
i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang
diberikan
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Hak ini dikehendaki agar melindungi konsumen dari berbagai kerugian
karena permainan harga dengan cara tidak wajar. Sebab dalam kondisi
tertentu, konsumen bisa saja membayar harga yang jauh lebih tinggi
terhadap suatu barang atau jasa daripada mendapatkan manfaat atau
kegunaan serta kualitas dan kuantitas dari barang atau jasa tersebut.

J. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini dikehendaki agar memulihkan keadaan konsumen yang sudah

dirugikan karena penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.%?

2. Kewajiban Konsumen
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5,
konsumen memiliki kewajiban, yakni:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.>*

Demi keamanan serta keselamatan konsumen itu sendiri maka terdapat
kewajiban konsumen untuk membaca serta mengikuti prosedur pemakaian
barang dan jasa. Jika produsen dalam mengkomunikasikan dan memberikan
peringatan tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif yang dapat
menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka produsen harus membayar
ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. >

Begitu pula jika konsumen tetap mengalami kerugian padahal sudah

menggunakan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan

% Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005), him. 41-47

5 Syaichul Hadi Permono, Hukum Bisnis (Malang: UIN-Malang Press, 2009), him.
358

% Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan..., him. 47
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oleh produsen, maka konsumen dapat menuntut produsen untuk membayar ganti
rugi. Melalui kewajiban tersebut diharapkan konsumen selalu berhati-hati dalam
melaksanakan transaksi dengan pelaku usaha agar bisa terhindar serta

terlindungi dari kemungkinan kerugian dan masalah yang dapat menimpanya.®®

% Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008),
him. 29



BAB TIGA
JUAL BELI MAKANAN KEMASAN STYROFOAM DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8
TAHUN 1999

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Kecamatan Syiah Kuala dengan lbu Kota Kecamatan Lamgugob Kota
Banda Aceh yang beralamat di JI. T. Dilamgugob No. 9 Gampong Lamgugob,
dengan luas kecamatan 14,244 km? (1.424,4 Ha). Letak geografisnya 95,30810°
BT dan 05,52230° LU. Batas wilayah yaitu sebagai berikut:
a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala.
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
d. Sebelah Selatan erbatasan dengan Kecamatan Ulee Kareng.®’
Kecamatan Syiah Kuala memiliki 10 Gampong yang terbagi dalam 42
Dusun dengan jumlah total penduduk mencapai 33.545 dari 10.056 rumah
tangga. Gampong-gampong yang ada di Kecamatan Syiah Kuala adalah
Kopelma Darussalam, le Masen Kaye Adang, Peurada, Pineung, Alue Naga,
Rukoh, Lamgugob, Tibang, serta Deah Raya, serta Jelingke.%®
Di Kecamatan Syiah Kuala terdapat dua perguruan tinggi terbesar dan
menjadi jantoeng hate masyarakat Aceh yakni UIN Ar-Raniry serta Universitas
Syiah Kuala, hal ini menyebabkan Kecamatan ini menjadi sangat padat
penduduknya. Sebagian dari penduduk di Kecamatan Syiah Kuala berstatus
sebagai mahasiswa serta dosen karena keberadaan dua Universitas ini. Terdapat

masyarakat yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

5 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka
2016, (Banda Aceh: 2016), him. 2

%8 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka
2022, (Banda Aceh: 2022), him. 3
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pengusaha, buruh swasta, pedagang, tukang bangunan, dan petani. Semua
profesi yang dijalankan oleh masyarakat Syiah Kuala dilakukan serta dikerjakan

di tempat dan lokasinya masing-masing.

Tabel 1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Penduduk

No Gampad Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 | le Masen Kaye Adang 2.297 2.347 4.644
2 | Pineung 2.007 2.105 4112
3 | Lamgugob 2.095 2.148 4,243
4 | Kopelma Darussalam 1.596 1.710 3.306
5 | Rukoh 1.958 1.886 3.844
6 | Jeulingke 2.822 2.734 5.556
7 | Tibang 983 960 1.943
8 | Deah Raya 622 585 1.207
9 | Alue Naga 1.044 1.014 2.058
10 | Peurada 1.261 1.371 2.632
Eﬁz?;natan Syiah 16.685 16.860 33.545

Sumber: Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2022.

Dari sekian luasnya Kecamatan Syiah Kuala, terhadap hal pengambilan
sampel serta data lapangan dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada
beberapa Gampong serta titik-titik yang terdapat pedagang makanan yang
menggunakan kemasan styrofoam vyaitu di wilayah Gampong Rukoh, Kopelma

Darussalam, Lamgugob, Jeulingke, dan Pineung.
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2. Profil Pedagang Makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

a. Banda Nasi Uduk

Banda Nasi Uduk beralamat di JI. Lingkar Kampus, Gampong Rukoh.
Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2021. Banda Nasi Uduk menyediakan menu
berupa nasi uduk pecel ayam dan nasi uduk lele dengan harga Rp13.000,00 per
porsi.

b. Nasi Uduk Yahdi

Nasi Uduk Yahdi beralamat di JI. Lingkar Kampus, Gampong Rukoh.
Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2019. Nasi Uduk Yahdi menyediakan menu
berupa nasi uduk pecel ayam dan nasi uduk lele dengan harga Rp13.000,00 per
porsi.

c. Nasi Uduk Abang Adek

Nasi Uduk Abang Adek beralamat di JI. Lingkar Kampus, Gampong
Rukoh. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2020. Nasi Uduk Abang Adek
menyediakan menu berupa nasi uduk pecel ayam dengan harga Rp12.000,00
dan nasi uduk lele dengan harga Rp10.000,00 per porsi.

d. Nasi Uduk Dek Revi

Nasi Uduk Dek Revi beralamat di JI. Lingkar Kampus, Gampong Rukoh.
Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018. Nasi Uduk Dek Revi menyediakan
menu berupa nasi uduk pecel ayam, nasi uduk lele, dan nasi uduk nila dengan
harga Rp10.000,00 per porsi.

e. Nasi Uduk Istigamah Khas Pijay

Nasi Uduk Istigamah Khas Pijay beralamat di JI. Lingkar Kampus,
Gampong Rukoh. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2021. Nasi Uduk Istigamah
Khas Pijay menyediakan menu berupa nasi uduk ayam geprek dengan harga
Rp10.000,00 per porsi.

f. Ayam Geprek Madina

Ayam Geprek Madina beralamat di JI. Teuku Nyak Arief, Gampong

Kopelma Darussalam. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022. Ayam Geprek Madina



41

menyediakan menu berupa nasi ayam geprek dan nasi ayam penyet dengan
harga Rp12.000,00 per porsi.

g. Babycrab Banda Aceh

Babycrab Banda Aceh beralamat di JI. Teuku Nyak Arief, Gampong
Kopelma Darussalam. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022. Babycrab Banda
Aceh menyediakan menu berupa babycrab goreng, babycrab saus padang,
indomie babycrab, dan babycrab frozen dengan berbagai ukuran dan varian rasa
mulai dari harga Rp5.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per porsi.

h. Kentang Goreng Crickle

Kentang Goreng Crickle beralamat di JI. Teuku Nyak Arief, Gampong
Kopelma Darussalam. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022. Kentang Goreng
Crickle menyediakan menu berupa kentang goreng rasa jagung bakar, jagung
manis, BBQ, dan balado dengan harga Rp10.000,00 per porsi.

i. Ayam Batokok Uni Dewi

Ayam Batokok Uni Dewi beralamat di JI. Teuku Nyak Arief, Gampong
Kopelma Darussalam. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018. Ayam Batokok
Uni Dewi menyediakan menu berupa nasi ayam geprek Rp14.000,00; nasi ayam
bakar Rp15.000,00; dan nasi ikan lele Rp12.000,00 per porsi.

J-  Nasi Uduk Rahmat

Nasi Uduk Rahmat beralamat di JI. Teuku Nyak Arief, Gampong
Kopelma Darussalam. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2019. Nasi Uduk
Rahmat menyediakan menu berupa nasi komplit Rp18.000,00; ayam geprek
Rp13.000,00; mie ayam Rp14.000,00; dan mie ampela Rp13.000,00 per porsi.

k. Ayam Pecak Melotot

Ayam Pecak Melotot beralamat JI. Teuku Nyak Arief, Gampong
Jeulingke. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2019. Ayam Pecak Melotot
menyediakan menu berupa ayam pecak melotot, ayam penyet, ayam bakar

melotot, lele pecak melotot, lele bakar melotot, nila pecak melotot, nila penyet,
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nila bakar melotot, nila goreng melotot, cekor melotot, dan hati rempela melotot
dengan harga Rp15.000,00 s/d Rp19.000,00 per porsi.

I.  Ayam Penyet Bunda Syakira

Ayam Penyet Bunda Syakira beralamat JI. Teuku Nyak Arief, Gampong
Jeulingke. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018. Ayam Penyet Bunda Syakira
menyediakan menu berupa ayam penyet Rp16.000,00; mie bakso Rp10.000,00;
dan mie bakso ayam Rp12.000,00 per porsi.

m. Nagan Family

Nagan Family beralamat di JI. Teuku Lamgugob, Gampong Lamgugob.
Usaha ini berdiri sejak tahun 2022. Nagan Family menyediakan menu berupa
ayam geprek dengan harga Rp10.000,00 per porsi.

n. Nasi MD

Nasi MD beralamat di JI. Teuku Lamgugob, Gampong Lamgugob.
Usaha ini berdiri sejak tahun 2022. Nasi MD menyediakan menu berupa nasi
uduk ayam dan nasi putih ayam dengan harga Rp10.000,00 serta nasi goreng
ayam dengan harga Rp12.000,00 per porsi.

0. Nasi Uduk Ayam Geprek Mba Sri

Nasi Uduk Ayam Geprek Mba Sri beralamat di JI. Teungku Chik
Dipineung, Gampong Pineung. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022. Nasi Uduk
Ayam Geprek Mba Sri menyediakan menu berupa nasi uduk ayam dan nasi
putih ayam dengan harga Rp12.000,00 per porsi.

B. Faktor-faktor Penyebab Pedagang Makanan di Kecamatan Syiah
Kuala Menggunakan Bahan Styrofoam Sebagai Kemasan Makanan

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di
masyarakat. Dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,
karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kehidupannya
sendiri. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli karena

tidak mungkin terjadi jika hanya dilakukan oleh seorang saja karena jual beli
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adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara sukarela
diantara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda sedangkan pihak
lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Pada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat banyak
pedagang makanan. Mereka menjual berbagai jenis makanan mulai dari
makanan ringan hingga makanan berat. Dari makanan siap saji hingga makanan
segar atau makanan yang perlu diproses lebih lanjut. Dalam proses jual beli
makanan tersebut, pelaku usaha memerlukan kemasan produk untuk menjaga
kualitas dan keamanan makanan yang dikemasnya.

Berbagai jenis serta bentuk kemasan memudahkan makanan dan
minuman didistribusikan karena lebih awet dan higienis jika dikemas dengan
baik. Salah satu jenis kemasan atau pembungkus makanan yang banyak
digunakan oleh pedagang makanan adalah styrofoam. Polystyrene atau
styrofoam merupakan suatu produk plastik yang banyak digunakan sebagai
kemasan makanan mulai dari perusahaan besar, restoran fast food, rumah
makan, hingga restoran kelas atas dan pedagang kaki lima.

. Kemasan merupakan hal yang sepele bagi sebagian masyarakat namun
sebenarnya merupakan hal penting karena berfungsi melindungi produk dari
berbagai kemungkinan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan produk.
Pengemasan adalah hal yang sangat penting karena akan memudahkan dalam
kegiatan transportasi serta penyimpanan.

Praktik jual beli makanan di Kecamatan Syiah Kuala banyak pedagang
yang tidak memperhatikan dagangannya padahal keamanan pangan sangat
penting untuk kesehatan. Keamanan pangan diperlukan agar mencegah pangan
dari kemungkinan kontaminasi cemaran kimia dan benda lain pada makanan
yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia
dan tidak bertentangan dengan agama maupun budaya masyarakat sehingga

aman untuk dikonsumsi.
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Dalam praktiknya, masih banyak pedagang yang tabu akan bungkus
makanan, masih banyaknya pembungkus makanan yang tidak baik untuk
digunakan bagi kesehatan seperti styrofoam.®® Para pedagang makanan di
Kecamatan Syiah Kuala banyak yang belum sepenuhnya sadar bahwasanya
kemasan pembungkus makanan yang mereka gunakan tidak cukup baik bagi
kesehatan jasmani.

Faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala
menggunakan kemasan styrofoam karena harganya yang murah.®® Para
pedagang lebih mementingkan harga dibandingkan kualitas yang mereka pakai
karena jika memakai bungkus lain seperti kotak nasi maka akan lebih mahal
untuk pengeluarannya dan bisa mengalami kerugian karena mereka hanya
mengambil untung yang sedikit.®* Sedangkan jika menggunakan daun pisang
atau kertas bungkus nasi, banyak makanan yang tidak bisa dibungkus dengan
pembungkus tersebut seperti nasi uduk ayam dan lele, kentang goreng, babycrab
dan sebagainya karena makanan-makanan tersebut dapat bercampur dan
berantakan.

Adapula pedagang yang sudah mengetahui bahwa menggunakan
kemasan styrofoam tidak cukup baik untuk kesehatan, tetapi mereka tetap saja
menggunakannya. Hal ini terjadi karena kemasan styrofoam lazim digunakan
sebagai kemasan atau pembungkus makanan, salah satu jenis makanan yang
sering menggunakan kemasan styrofoam adalah nasi uduk ayam dan lele yang
banyak diperjualbelikan oleh pedagang makanan di Kecamatan Syiah kuala.®?

Styrofoam lebih cocok dan lebih rapi digunakan sebagai kemasan makanan agar

% |zzah Al Mukminah, “Bahaya Styrofoam..., hlm. 32-33

8 Wawancara dengan Muhammad, pedagang Nasi Uduk Yahdi pada tanggal 4
Agustus 2022, di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala

61 Wawancara dengan Ani, pedagang Nagan Family pada 7 Agustus 2022, di
Gampong Lamgogob, Kecamatan Syiah Kuala

62 Wawancara dengan Salsabila, pedagang Ayam Batokok Uni Dewi pada 4
Agustus 2022, di Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala
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makanan dan lauk-pauk tidak tercampur sehingga dapat menjaga keutuhan
makanan dan lebih tertata rapi.®® Kemasan berwarna putih ini juga dipilih
sebagai kemasan makanan karena terlihat bersih serta higienis.®* Styrofoam
berbentuk simple, ringan dan lebih praktis digunakan sehingga lebih
memudahkan para pedagang agar lebih cepat dalam membungkus makanan. %

Para pedagang umumnya menggunakan alas di dalam kemasan
styrofoam, agar makanan tidak bersentuhan langsung dengan styrofoam. Alas
yang sering digunakan oleh pedagang adalah kertas bungkus nasi, daun pisang,
plastik bening, dan sebagainya. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin
bahwa makanan tidak akan terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya yang ada
pada kemasan styrofoam.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab
pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam
sebagai kemasan makanan adalah dari segi harga yaitu harga kemasan styrofoam
lebih murah dibandingan kemasan lainnya. Lalu dari segi kebersihan karena
styrofoam terlihat bersih, rapi, dan higienis. Selanjutnya dari segi kelaziman
karena kemasan ini sangat lazim digunakan oleh pedagang makanan di
Indonesia. Kemudian dari segi kenyamanan karena kemasan ini berbentuk
simple, ringan, dapat menjaga keutuhan makanan, lebih mudah dipegang serta
lebih praktis digunakan.

C. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Styrofoam pada Kemasan
Makanan dalam Aspek Ekonomi dan Kesehatan

Kemasan makanan merupakan bagian dari makanan yang sehari-hari di

konsumsi oleh masyarakat. Kemasan pada makanan memiliki fungsi kesehatan,

8 Wawancara dengan Dara, pedagang Ayam Penyet Bunda Syakira pada 7
Agustus 2022, di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala

8 Wawancara dengan Nurul Nadia, pedagang Nasi Uduk Istigamah Khas Pijay
pada 4 Agustus 2022, di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala

8 Wawancara dengan Hayatun Munar, pedagang Nasi Uduk Ayam Geprek Mba
Sri pada 7 Agustus 2022, di Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala
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pengawetan, kemudahan, penyeragaman, promosi serta informasi. Namun bagi
kebanyakan masyarakat, kemasan makanan hanya sekadar bungkus makanan
dan cenderung dianggap sebagai “"pelindung” makanan, padahal pandangan
tersebut sebenarnya keliru. Terdapat banyak bahan yang dipakai sebagai
pengemas primer pada makanan, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung
dengan makanan, salah satunya adalah kemasan styrofoam. Penggunaan
styrofoam sebagai kemasan makanan memberikan dampak positif dari aspek
ekonomi karena harganya yang murah namun di sisi lain styrofoam memiliki
dampak negatif dari aspek kesehatan.

Dilihat dari faktor ekonomi, banyak pedagang yang masih dalam taraf
menengah ke bawah yang mana para pedagang lebih mementingkat keuntungan
yang akan diraih dibandingkan kesehatan yang ada. Keadaan ekonomi pedagang
yang masih rendah sehingga berjualan hanya cukup mencari sesuap nasi untuk
memberi makan keluarga di rumah. Umumnya pedagang makanan hanya
mengambil keuntungan yang kecil sehingga jika memakai pembungkus lain
seperti kotak makan dan sebagainya maka akan lebih mahal untuk
pengeluarannya dan bisa mengalami kerugian.5®

Penggunaan kemasan styrofoam dapat menguntungkan pedagang
makanan sebagai pihak pelaku usaha. Apabila kemasan styrofoam dibeli dalam
jumlah banyak harganya lebih murah dibandingkan dengan produk kemasan
lainnya. Jika membeli produk styrofoam sebanyak 100 pcs harganya berkisar
antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah). Namun jika membeli kotak makan 100 pcs harganya berkisar antara
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu
rupiah).®” Sementara harga satu bungkus makanan berkisar antara Rp10.000,00

8 Wawancara dengan Muhammad, pedagang Nasi uduk Yahdi pada 4 Agustus
2022, di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala

7 Wawancara dengan Ani, pedagang Nagan Family pada 7 Agustus 2022, di
Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala
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s/d Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Sedangkan pedagang sendiri hanya
mengambil keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu) s/d Rp2.000,00 (tiga ribu
rupiah).

Jika menggunakan produk kemasan lain selain styrofoam, maka
pedagang harus menaikkan harga satu bungkus makanan, namun hal tersebut
dapat menurunkan jumlah pembeli karena persaingan usaha yang ketat
dikalangan pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala, sehingga dapat
menurunkan pendapatan dan pedagang mengalami kerugian.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang lebih
memilih kemasan styrofoam karena harganya relatif lebih murah dibandingkan
dengan pembungkus makanan lainnya sehingga memberikan dampak positif
berupa dapat memaksimalkan pendapatan. Harganya yang relatif murah
membuat pedagang dapat menjalankan usahanya dan roda ekonomi akan tetap
berputar. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang
memberikan pemasukan atau pendapatan bagi usaha. Harga merupakan hal yang
penting, apalagi dalam setiap usaha.®® Dalam setiap usaha, harga merupakan hal
yang penting. Produk yang murah harganya banyak dicari dan diminati. Alasan
pedagang menggunakan styrofoam karena harganya yang sangat terjangkau,
namun dibalik itu terdapat banyak kelemahan dari penggunaan styrofoam.

Berdasarkan riset terkini membuktikan bahwa styrofoam diragukan
keamanannya karena mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan,
terutama apabila digunakan sebagai kemasan makanan.®® Kemasan styrofoam
terdiri dari beberapa polimer yang berasal dari bahan-bahan kimia adiktif yaitu
zat berbahan dasar formalin, benzena, serta stirena. Berbagai zat aditif yang
terkandung dalam wadah ini dapat berpindah ke makanan yang dikemas, yang

sangat berbahaya bagi manusia karena bersifat karsinogenik (beracun) apabila

8 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), him. 151

8 Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, “Kajian Eksperimental
Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam...., him. 121
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dipakai berlebihan. Styrofoam ini semakin berbahaya khususnya jika digunakan
pada makanan-makanan yang berkuah ataupun air minum yang panas atau
bersuhu tinggi, serta apabila dijadikan sebagai wadah makanan dalam jangka
waktu lama. Zat stirena pada styrofoam dapat mengakibatkan penyakit pada
tingkat rendah seperti gangguan pada pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada
mata dan pada penggunaan tingkat tinggi dapat mengakibatkan kanker. Zat-zat
aditif yang terdapat pada styrofoam ini bisa berpindah dari styrofoam ke
makanan. Zat-zat tersebut akan menjadi racun serta dapat menyebabkan
gangguan pada sistem endokrin dan sistem reproduksi apabila masuk ke dalam
makanan. Oleh karena itu, penggunaan styrofoam dapat membuat makanan
menjadi beracun. Berbagai zat beracun itu akan semakin cepat berpindah ke
dalam makanan apabila makanan atau minuman semakin panas disimpan dalam
wadah styrofoam.”

Departemen Keamanan Pangan Pemerintah Jepang, pada Juli 2001
menyatakan bahwasanya residu styrofoam dalam makanan amat berbahaya.
Residu tersebut bisa menyebabkan Endocrine Disrupter Chemicals (EDC),
yakni penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan dalam sistem reproduksi
dan endokrinologi pada manusia yang disebabkan oleh bahan kimia karsinogen
yang terdapat dalam makanan yang menggunakan kemasan styrofoam.

Indonesia sendiri masih belum ada peraturan yang melarang penggunaan
styrofoam sebagai wadah makanan. Sebenarnya Bandung sempat diberlakukan
larangan penggunaan styrofoam, namun. sepertinya larangan itu tidak diikuti
oleh kotakota yang lain di Indonesia. Wali kota Bandung menjelaskan larangan
penggunaan styrofoam didasarkan alasan kesehatan dan lingkungan. Larangan
penggunaan styrofoam tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11
tahun 2005 dan surat edaran kementrian lingkungan hidup dan kehutanan

tentang langkah-langkah pengurangan sisa makanan dan wadah/kemasan

0 1zzah Al Mukminah, “Bahaya Styrofoam..., hlm. 32-33
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makanan dan minuman, khususnya dalam hal menghindari penggunaan bahan
Styrofoam untuk wadah dan kemasan makanan dan minuman.

Styrofoam juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Salah satu dampak dari
penggunaan styrofoam adalah global warming karena senyawa Cloro Fluoro
Carbon (CFC) yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Penggunaan styrofoam
juga berdampak pada meningkatnya limbah mikroplastik di laut. Nurhadi,
Budiyantoro, & Sosiati, (2017) menyatakan bahwa pencemaran dari mikroplastik
jenis fragmen dapat bersumber dari kemasan makanan dan tutup botol untuk
polimer polystyrene (PS). Mikroplastik memiliki ukuran yang sangat Kkecil,
mikroplastik dapat memasuki dalam tubuh biota laut seperti bivalvia dan ikan,
akibatnya mikroplastik dapat masuk ke dalam sistem rantai makanan dan
dikonsumsi oleh manusia. Styrofoam terbukti sangat berbahaya bagi lingkungan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan sangat berbahaya karena
styrofoam mengandung bahan kimia adiktif yaitu benzena, stirena, dan formalin
yang apabila digunakan sebagai kemasan makanan maka makanan dapat
terkontaminasi oleh zat-zat tersebut sehingga dapat mengancam kesehatan
konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan,
gangguan sistem endokrin dan sistem reproduksi, bahkan dapat menyebabkan
kanker. Styrofoam juga terbukti sangat berbahaya bagi lingkungan, salah satu
dampaknya adalah global warming yang dapat menyebabkan efek rumah kaca serta

dapat meningkatnya limbah mikroplastik di laut.

I Meutia Maulida Setiawan, Suparni, dan Tri Nurhayati, “Pengetahuan dan Sikap
Masyarakat Terhadap Penggunaan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan”, Jurnal Sehat
Masada, Vol. 16 No. 1, 2022, him. 228

2 Aprilya Dwi Untari, Yuni Astuti, “Analisis Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa

Tentang Penggunaan Styrofoam”, Bio-Lectura: Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 7 No. 2,
2022, him. 113
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D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Kemasan
Styrofoam di Kecamatan Syiah Kuala

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur
hubungan antara dua pihak atau lebih, berupa antara seorang pribadi dengan
pribadi lain. Muamalah termasuk peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati
dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam
urusannya dengan hal duniawi seperti halnya transaksi jual beli.”

Pada dasarnya hukum jual beli dibolehkan.”® Dasar hukum tersebut
dinyatakan dalam al-Qur’an pada surat al-Baqgarah ayat 275:

(YV0 : 5a0) G 555 aad 4 s

Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(QS. Al-Bagarah [2]: 275).

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual beli
itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun jual beli itu ada empat menurut
jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab gabul)

3. Ada barang yang dibeli (ma’qud alaih)

4. Ada nilai tukar pengganti barang.”

Praktik jual beli makanan kemasan styrofoam di Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam
pelaksanaannya secara garis besar telah. memenuhi rukun dari jual beli itu

sendiri yaitu meliputi kedua belah pihak yang berakad (agidain) yakni penjual

3 Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam
Bidang Muamalah),” Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5 No. 11, 2018,
him. 74

"4 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., him. 26
S Nasrun Haroen, Figh Muamalabh..., him. 7
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dan pembeli, yang diadakan ma’qud alaih, terdapat nilai tukar pengganti barang
berupa uang, serta sighat (lafal) ijab gabul.

Terdapat pula syarat objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya
suatu transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjualbelikan itu harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut’®:

1. Dapat dimanfaatkan
Milik orang yang melakukan akad
Dapat diserahterimakan
Suci atau benda yang mungkin disucikan

Tidak terbatas waktu

o 0k~ 0N

Jelas kadar dan wujudnya

Syarat sah jual beli yaitu bahwa yang menjadi objek jual beli itu harus
yang diperbolehkan oleh agama, sehingga tidak boleh menjual barang yang
dilarang olen agama.”” Barang yang diperjualbelikan itu harus bisa
dimanfaatkan, maksudnya adalah bahwa barang tersebut tidak berfungsi
sebaliknya. Barang tersebut tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang
merugikan maupun membahayakan manusia, dan kemanfaatan barang itu tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum syara’ yang berlaku.”

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa objek jual beli itu harus
mempunyai manfaat serta tidak menimbulkan mudharat bagi pembeli. Makna
manfaat dalam hal ini masih bersifat relatif karena setiap benda tentu
mempunyai manfaat. Oleh sebab itu, dalam hal ini untuk mengukur Kriteria
kemanfaatan suatu benda haruslah menggunakan kriteria agama. Jangan sampai
pemanfaatan benda-benda itu bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan,

ataupun kehidupan bermasyarakat. Sehingga yang dimaksud dengan barang

6 Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar..., him. 184

" Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),
him. 104-105

8 Khumaidi Ja‘far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar lampung: Pusat
Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), him. 108
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yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum Agama (syari’at Islam).”

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat sehingga pihak
yang membeli tidak merasa dirugikan. Objek jual beli tidak boleh mengandung
sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit, membahayakan bahkan mengancam
kesehatan pembeli. Dalam hal ini, transaksi jual beli makanan yang dilakukan
oleh pedagang makanan di kecamatan Syiah Kuala yang mana banyak pedagang
menggunakan styrofoam sebagai pembungkus makanan, seperti pedagang ayam
geprek, kentang goreng, baby crab, nasi uduk, dan sebagainya. Berdasarkan
penelitian diketahui bahwa styrofoam sangat berbahaya terutama jika digunakan
sebagai kemasan makanan karena mengandung bahan kimia adiktif yaitu
benzena, stirena, dan formalin yang dapat mengancam kesehatan konsumen dan
menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gangguan sistem
endokrin dan sistem reproduksi, bahkan dapat menyebabkan kanker.2°

Zat-zat berbahaya tersebut dapat bermigrasi dari styrofoam ke makanan.
Seperti benzena yang terkandung dalam styrofoam bisa keluar mencemari
makanan, apalagi jika digunakan untuk wadah makanan yang mengandung
lemak, asam, alkohol, dan dimasukkan dalam keadaaan panas. Seperti yang
dilakukan oleh pedagang di Kecamatan Syiah Kuala yang menjual ayam geprek,
kentang goreng, nasi uduk, nasi goreng, dan sebagainya, dimana mereka
memasukkan makanan tersebut dalam keadaan panas. Hal ini membuat
makanan lebih cepat terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya tersebut sehingga
akan berbahaya jika dikonsumsi oleh pembeli apalagi dalam jangka waktu yang
panjang.

Berdasarkan hal diatas, maka penggunaan styrofoam sebagai kemasan

atau pembungkus makanan jelas dapat mengancam bahkan membahayakan

® Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), him. 144

8 |zzah Al Mukminah, “Bahaya Styrofoam..., hlm. 32-33
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kesehatan pembeli. Maka dari itu, syarat objek jual beli ini tidak terpenuhi
karena makanan yang dikemas menggunakan styrofoam kemungkinan besar
dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang terdapat dalam styrofoam
sehingga mengandung mudharat yaitu mengakibatkan kerugian pada pembeli
makanan berupa efek samping yang bisa menimbulkan penyakit ataupun
membahayakan kesehatan pembeli.

Terdapat ciri-ciri jual beli yang sah namun dilarang dalam agama Islam,
yaitu:

1. Barangnya dapat menyakiti kepada penjual atau pembeli atau kepada

pihak yang lain.

2. Menyempitkann gerakan pasaran.

3. Merusak terhadap ketentraman umum.8!

Dalam hal ini bahwa ada salah satu ciri yang termasuk dalam kategori
jual beli yang sah tapi dilarang dalam Islam yaitu barang dagangannya dapat
menyakiti salah satu pihak yaitu pembeli. Ketika penjual selalu mengemas
makanan menggunakan styrofoam, maka efek samping yang akan diterima oleh
pembeli yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Jual beli harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, dimana
kemaslahatan ini sangatlah berdampak kepada seluruh pihak. Segala urusan
dalam kegiatan muamalah kemaslahatan yang sangat diutamakan. Apabila
terdapat suatu kegiatan yang merugikan salah satu pihak maka kemungkinan
besar sapat muncul perpecahan antara penjual dan pembeli. Maka dari itu,
kemaslahatan menjadi salah satu kewajiban dalam melaksanakan kegiatan
muamalah.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah seluruh bentuk kebaikan serta
kemanfaatan yang saling tegak lurus antara duniawi dan ukhrawi, material dan

spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat dalam

8 Sulaiman Rasjid, Figh Islam..., him. 286
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Islam apabila telah terpenuhi dua unsur yaitu kehalalan dan bermanfaat,
memberikan kebaikan bagi semua aspek serta tidak menimbulkan kerugian
kepada salah satunya.®?

Praktik jual beli makanan di Kecamatan Syiah Kuala masih adanya
perilaku pedagang yang membuat transaksi tersebut belum sepenuhnya
dilakukan berdasarkan prinsip kemaslahatan. Hal ini dikarenakan masih
kurangnya kesadaran pedagang untuk melaksanakan transaksi jual beli tersebut
yaitu masih maraknya pedagang yang menggunakan kemasan styrofoam sebagai
pembungkus makanan.

Segala bentuk jual beli yang terdapat kedzaliman dari salah satu pihak
atas pihak yang lainnya maka jual beli tersebut terlarang, berdasarkan firman
Allah Swit:

2 5 5 & 5,85 0Ny gl o oKt LB St il e

§yad G 2K 6 Eaf ) Oy e oK kT i g e 2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Harta yang halal adalah harta yang diperoleh dengan cara tidak bathil,
karena cara bathil tidak dibenarkan menurut syari’at Islam. Begitu juga secara
fakta merugikan orang lain, jadi aturan manapun akan menolaknya.®® Sedangkan
transaksi dalam jual beli makanan menggunakan kemasan styrofoam di

Kecamatan Syiah Kuala dapat dikatakan bathil ketika pedagang sadar dan

melakukan transaksi tersebut karena dapat mengakibatkan kerugian bagi

82 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
him. 152

8 Abu Syhabudin, “Figh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Syari’ah
(Kajian Surat An-Nisa Ayat 29),” Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 1, 2018, him. 8
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pembeli makanan yaitu berupa efek samping yang bisa menimbulkan penyakit
ataupun mengancam bahkan sampai membahayakan kesehatan pembeli. Pada
kenyataannya banyak pedagang yang mengetahui bahaya penggunaan kemasan
styrofoam  sebagai pembungkus makanan namun  memilih  tetap
menggunakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasanya transaksi jual beli makanan
kemasan styrofoam bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli makanan
kemasan styrofoam di Kecamatan Syiah Kuala berjalan seperti jual beli pada
umumnya, namun akad jual belinya menjadi fasid sebab tidak memenuhi salah
satu dari syarat dalam jual beli, yaitu tentang syarat objek jual beli. Dimana
dalam transaksi jual beli, objeknya harus dapat dimanfaatkan sebagaimana
mestinya serta tidak menimbulkan mudharat atau sesuatu yang membahayakan
atau merugikan manusia. Makanan kemasan styrofoam yaitu makanan yang
dikemas atau dibungkus menggunakan styrofoam yang mengandung zat-zat
berbahaya sehingga makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya
tersebut. Sehingga objek jual beli mengandung mudharat yaitu mengakibatkan
kerugian pada pembeli makanan berupa efek samping yang bisa menimbulkan
penyakit ataupun membahayakan kesehatan pembeli.

Jual beli ini juga salah satu ciri yang termasuk dalam kategori jual beli
yang sah tetapi dilarang dalam Islam yaitu barang dagangannya dapat menyakiti
salah satu pihak yaitu pembeli, ketika penjual membungkus makanan
menggunakan styrofoam maka efek samping yang akan diterima pembeli yaitu
dapat menimbulkan berbagai penyakit, sehingga tidak terciptanya kemaslahatan
dan masih terjadinya kezaliman dalam transaksi jual beli.

E. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

terhadap Jual Beli Makanan Kemasan Styrofoam di Kecamatan Syiah
Kuala

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain
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untuk membayar harga yang dijanjikan.®* Jual beli pangan, keamanan pangan
adalah syarat penting yang harus melekat pada pangan yang akan dikonsumsi
oleh seluruh masyarakat. Keamanan pangan bukan hanya isu dunia tetapi juga
menyangkut kepedulian individu.®®> Oleh karena itu, konsumen perlu
mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) pada dasarnya mengatur tentang pelaku usaha serta lebih
mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak
dasarnya untuk mencapai keadilan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan
kepedulian, kesadaran, kemandirian, pengetahuan, serta kemampuan konsumen
agar dapat melindungi dirinya sendiri, serta disisi lain akan menumbuhkan
pelaku usaha yang bertanggung jawab.®

Dalam UUPK Pasal 1, pengertian perlindungan konsumen adalah
seluruh bentuk usaha yang menjamin adanya kepastian hukum agar dapat
memberikan perlindungan kepada konsumen.®” Perlindungan ini didasarkan
karena kedudukan konsumen yang tidak seimbang dan lebih lemah daripada
pelaku usaha. Larangan yang ditunjukkan bagi pelaku usaha bertujuan supaya
terciptanya iklim usaha yang sehat suasana serta perdagangan yang tertib, agar
memastikan bahwa barang atau produk yang diperjualbelikan pada masyarakat
tidak melalui cara yang melanggar hukum.

Pada praktik jual beli makanan banyak pedagang yang tidak
memperhatikan keamanan daganganya padahal keamanan pangan sangat

penting bagi kesehatan karena keamanan pangan adalah syarat serta upaya yang

8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457

8 Purnawati Nainggolan, Jumirah dan Albiner Siagian, “Pengaruh Penyuluhan
Terhadap Perilaku Pedagang Gorengan..., him. 1

8 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), him. 6

8 1bid, him. 1
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dibutuhkan agar pangan terhindar dari kemungkinan cemaran kimia, biologis,
maupun benda-benda lainnya yang mampu mengganggu, merugikan, serta
membahayakan kesehatan manusia, dan juga tidak bertentangan dengan agama,
kepercayaan, serta budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.®®

Penggunaan styrofoam saat ini masih banyak dipakai oleh pelaku usaha
sebagai kemasan makanan. Salah satu contoh pedagang makanan yang masih
menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan adalah di tempat penelitian
yang peneliti amati, yaitu di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
Pedagang makanan masih memakai kemasan styrofoam karena berbagai faktor
seperti harga murah, bersih, rapi, higienis, berbentuk simple, praktis digunakan
serta nyaman untuk dipegang. Dibalik kelebihan tersebut, styrofoam sangat
berbahaya bila digunakan sebagai kemasan makanan karena bisa
membahayakan kesehatan konsumen akibat zat-zat berbahaya yang terkandung
dalam styrofoam. Para pedagang makanan belum sepenuhnya beretika baik
dalam bertransaksi, mereka masih menganggap remeh arti dari kesehatan karena
sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam berperilaku setiap harinya.

Perlu adanya perlindungan konsumen agar tidak ada yang dirugikan
terhadap transaksi jual beli makanan menggunakan kemasan styrofoam tersebut
yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan/ataau jasa.

2. Hak untuk memilih barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (5)
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7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan prundang-undangan
lainnya.8®

Ditinjau dari hak-hak diatas bahwasanya pedagang makanan di
Kecamatan Syiah Kuala yang memakai styrofoam sebagai kemasan makanan,
maka pedagang jelas telah melanggar pasal-pasal berikut, yaitu:

1. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Maksud dari hak atas keamanan dan keselamatan ini yaitu agar
menjamin  keamanan serta keselamatan konsumen pada saat
menggunakan barang ataupun jasa yang didapatkannya, sehingga
konsumen bisa terlindungi dari kerugian (fisik ataupun psikis) saat
mengonsumsi suatu produk. Berdasarkan hal tersebut, tiap-tiap produk
pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus aman dikonsumsi oleh
konsumen. Dalam memproduksi sesuatu, pelaku usaha harus
memperhatikan pemilihan serta penggunaan bahan sebagai kemasan dari
suatu barang yang diproduksinya, selain juga memperhatikan komposisi
bahan yang dibutuhkan.®

Dalam hal ini, transaksi jual beli makanan yang dilakukan oleh pedagang
makanan di kecamatan Syiah Kuala yang mana banyak pedagang
menggunakan styrofoam sebagai pembungkus makanan yang diketahui
bahwa styrofoam sangat berbahaya terutama jika digunakan sebagai

kemasan makanan karena mengandung bahan kimia adiktif yaitu

8 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen..., him. 41-47

% Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005), him. 43
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benzena, stirena, dan formalin yang dapat mengancam kesehatan
konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan
pernafasan, gangguan sistem endokrin, bahkan dapat menyebabkan
kanker.% Zat-zat berbahaya tersebut dapat bermigrasi dari styrofoam ke
makanan, apalagi jika digunakan untuk wadah makanan yang
mengandung lemak, asam, alkohol, serta dimasukkan dalam keadaaan
panas. Hal ini membuat makanan terkontaminasi dengan zat-zat
berbahaya tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen
berupa efek samping yang dapat menimbulkan penyakit atau
membahayakan kesehatan konsumen.

. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf a
menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan
standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Ketentuan pada pasal ini memberikan perlindungan kepada konsumen
yaitu dengan melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Pelaku usaha atau pedagang makanan
yang menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan jelas telah
melanggar ketentuan ‘ini. Walaupun makanan yang dijualnya telah
memenuhi standar yang ditetapkan, namun pedagang makanan
menggunakan kemasan styrofoam yang mengandung zat-zat berbahaya,
maka makanan akan terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya tersebut
sehingga menjadi berbahaya bagi kesehatan konsumen yang

mengkonsumsinya.

% |zzah Al Mukminah, “Bahaya Styrofoam..., hlm. 32-33
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Tindakan pedagang makanan yang mengabaikan ketentuan perundang-
undangan yang ada menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak konsumen.
Maka dari itu, konsumen tidak dapat terhindar dari dampak negatif penggunaan
produk styrofoam sebagai kemasan makanan yang mereka pakai. Hal itu karena
kemasan styrofoam mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan
manusia sebagai konsumen. Perilaku pedagang makanan yang masih
menggunakan kemasan styrofoam bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen
secara material ataupun immateril, maka hal tersebut jelas telah melanggar Pasal
4 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Perlindungan bagi konsumen apabila mengalami kerugian, yang
diakibatkan dari penggunaan styrofoam sebagai kemasan produk makanan yaitu
telah diatur pada pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan
dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda
paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah
disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan
bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan
makanan ialah dari segi harga yaitu harga kemasan styrofoam lebih
murah dibandingan kemasan lainnya. Lalu dari segi kebersihan karena
styrofoam terlihat bersih, rapi, dan higienis. Selanjutnya dari segi
kelaziman karena kemasan ini sangat lazim digunakan oleh pedagang
makanan di Indonesia. Kemudian dari segi kenyamanan karena kemasan
ini berbentuk simple, ringan, dapat menjaga keutuhan makanan, lebih
mudah dipegang serta lebih praktis digunakan.

2. Dampak positif penggunaan styrofoam pada kemasan makanan dalam
aspek ekonomi karena harganya lebih murah dibandingkan dengan
pembungkus makanan lainnya sehingga memberikan dampak positif
berupa dapat meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan
keuntungan. Harga kemasan styrofoam yang murah membuat
pengeluaran menjadi  lebih  kecil sehingga pedagang dapat
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan usahanya dan roda
ekonomi dapat terus berputar. Pedagang juga dapat memaksimalkan
keuntungan karena jumlah pembeli yang stabil sehingga jumlah produksi
tetap stabil bahkan meningkat. Dampak negatif dari aspek kesehatan
yaitu bahwa penggunaan styrofoam sangatlah berbahaya karena
mengandung bahan kimia adiktif yaitu benzena, stirena, dan formalin

yang dapat mengancam kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai
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penyakit seperti gangguan pernafasan, gangguan sistem endokrin dan
sistem reproduksi, bahkan dapat menyebabkan kanker.

3. Jual beli makanan kemasan styrofoam di Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh berjalan seperti jual beli pada umumnya, namun akad jual
belinya menjadi fasid karena tidak memenuhi salah satu dari syarat
dalam jual beli, yaitu tentang syarat objek jual beli. Dimana dalam
transaksi jual beli, objeknya harus dapat dimanfaatkan sebagaimana
mestinya dan kemanfaatan barang tersebut harus sesuai dengan
ketentuan hukum Agama (Syari’at Islam) serta tidak bertentangan
dengan norma-norma Agama, yaitu tidak menimbulkan mudharat atau
sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Makanan yang
dikemas menggunakan bahan styrofoam yang mengandung zat-zat
berbahaya sehingga makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat
berbahaya tersebut dan mengakibatkan kerugian pada pembeli berupa
dapat membahayakan kesehatan pembeli dan menimbulkan penyakit,
sehingga tidak terciptanya kemaslahatan dan masih terjadinya kezaliman
dalam transaksi jual beli. Ditinjau dari UUPK bahwa transaksi jual beli
makanan kemasan styrofoam sebagai pembungkus makanan yang mana
diketahui bahwa kemasan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan
manusia sebagai konsumen karena mengandung zat-zat yang sangat
berbahaya, maka hal tersebut jelas telah melanggar hak konsumen
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 8 ayat (1).

B. Saran

1. Kepada pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
diharapkan ketika menjalankan usahanya harus memegang teguh nilai-
nilai dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, meningkatkan
keimanan kepada Allah Swt. karena pada hakikatnya kita diciptakan

untuk beribadah kepada-Nya. Berbisnis juga merupakan salah satu
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bentuk ibadah, oleh karena itu laksanakan ibadah itu dengan cara yang
tidak melanggar aturan-aturan syariat.

Kepada pihak pemerintah terkait, supaya terus mengedukasi serta
memberikan pengawasan kepada para pedagang dan konsumen terhadap
bahaya penggunaan kemasan styrofoam sebagai pembungkus makanan
agar tidak merugikan hak konsumen yang awam yang sama sekali tidak
mengerti bahwa kemasan styrofoam mengandung zat-zat yang berbahaya
bagi kesehatan dan dapat terkontaminasi ke dalam tubuh manusia

melalui makanan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Djamali, Hukum Islam, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam
Bidang Muamalah).” Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, 2018.

Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. Shahih al Bukhari, Juz V, Beirut:
Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992.

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Penterjemah:
Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Abu Syhabudin, “Figh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Syari’ah
(Kajian Surat An-Nisa Ayat 29).” Jurnal Pendidikan Islam, 2018.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005.

Al-Quzawaeni, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid lbn Majah. Sarah Ibn
Majah, Juz Il . Beirut: Darul Fikri, t.thn.

Asmawati. “Konsep Makanan Dalam Islam, Kajian Figh Mu’amalah.” Jurnal
Ilmiah Prodi Mu’amalah At-Tasyri’, 2018.

Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Ayu Kisantika Efendi, Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki
Lima di Sentral PKL Dharmahusada Surabaya Berkaitan dengan
Penggunaan Styrofoam Tanpa Logo dan Kode Daur Ulang pada
Kemasan Makanan” NOVUM: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 4, 2018.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta:
Gramedia, 2001.

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka
2022, Banda Aceh, 2022.

—, Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2016, Banda Aceh, 2016.

Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal,
Malang: : UIN-Maliki Press, 2011.

Deden Kushendar, Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam, Jakarta: Yurcorp, 2010.

64



65

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990.

Dewi  Sulistianingsih,  “Pemahaman  Masyarakat Terhadap Bahaya
Penyalahgunaan Pemakaian Kemasan Produk Makanan dan Penegakan
Hukumnya.” Litigasi, 2015.

Elvit Indirawati, Sukmawati, Yuliani Soerachman, "Hubungan Pengetahuan dan
Sikap Penjual Makanan Online Terhadap Penggunaan Wadah Styrofoam
di Wonomulyo™ Jurnal Kesehatan Masyarakat, VVol. 5 No. 1, 2019.

Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana, 2006.

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Ghufron Ihsan, Figh Muamalat, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, 2008.
Hasby Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Izzah Al Mukminah, "Bahaya Styrofoam dan Alternatif Penggantinya™ Majalah
Farmasetika, VVol. 4 No. 2, 2019.

Kamarul Azmi Jasmi. “Halalan Tayyiban Asas Pemakanan Islam: Surah al-
Bagarah (2: 168-173).” Program Budaya al-Quran, 2019.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457

Lexy J Moeong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Raja Rosdakarya,
2000.

Mardani, Figh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012.
—, Figh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Minawati Surahman, "Tinjauan Maslahah dan Perundang-undangan Produksi
Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan
Mejayan Kabupaten Madiun" (Skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.

Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: CV
Toha Putra, 2007.

MS. Wawan Djunaedi, Figih, Jakarta: Listafariska Putra, 2008.



66

Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, Yogyakarta: Graha limu, 2007.
Nasrun Haroen, Figih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Purnawati Nainggolan, Jumirah, Albiner Siagian, "Pengaruh Penyuluhan
Terhadap Perilaku Pedagang Gorengan Tentang Bahaya Penggunaan
Kertas Koran Bekas Sebagai Kemasan Gorengan Di Daerah Asrama Haji
Medan" Jurnal Gizi Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi, Vol, 1 No.
2,2012.

Putri Subaila, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Wadah
Styrofoam Sebagai Kemasan Makanan Pada Penjual Jajanan Di
Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2019 (Skripsi), Fakultas
Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan, 2019.

Rachmat Syafe'i, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ridho Esa Ramadhan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan
Styrofoam” (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung, 2019.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985.

Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, “Kajian Eksperimental
Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam, Kulit Jengkol
dan Semen Putih Sebagai Alternatif Bahan Isolator” Jurnal Desiminasi
Teknologi, Vol. 2 No. 2, 2014.

Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
Syaichul Hadi Permono, Hukum Bisnis. Malang: UIN-Malang Press, 20009.

Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Almalibari, Fathul Mu'in, Jakarta: PT. Haromain
Jaya Indonesia, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesia ed.3 cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (5)
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh Al Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al-Fikr Al
Mu’ashir, 2005.



67

—, Figih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yuni Azmi Yusriyah, Asep Rahmat Hidayat, Intan Nurrachmi, "Tinjauan
Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kantong
Plastik Hitam™ Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2, 2021.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,
Depok: Rajawali Press, 2018.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Dara Ainal M/ 180102057
Tempat/Tanggal Lahir: Medan/ 17 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama - Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

68

Status : Belum Menikah

Alamat : JI. Aman Dimot, Lr. Pisang, No. 21, Kampung Baru,
Kota Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Musri

Nama Ibu : Desriana Arsan

Alamat : JI. Aman Dimot, Lr. Pisang, No. 21, Kampung Baru,
Kota Banda Aceh

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Banda Aceh

SMP/MTS : SMP Negeri 17 Banda Aceh

SMA/MA : SMA Negeri 1 Banda Aceh

Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Oktober 20022

Penulis

Dara Ainal M



69

Lampiran 1: SK Penetapan Skripsi

—

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
J1. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :[sh@ar-ranirv.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6196/Uin.08/FSH/PP.00.8/11/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka
dlpmdongpeﬂumomn*kkanm\bunbﬁmKK Skrtpdwubu!.
b. Bahwa yang namanya ini d dan cakap serta
mmuﬁwmmkdmdﬂmpbmnMMWKKum

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tlnmi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Pomurun Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 mnng Penyelonggaﬂm Pendidikan Tinggi

dan Pengelolaan Tinggi:

Peraturan Presiden Rl Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negen;

KmnmmmTMmmmWﬂWmm

Pengangkatan, Pemind ian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;

X PMMMMWRMIMNWQTMZOMMWM

Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan

Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam

Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

© ®» N o P»uwe

Menetapkan

Pertamsa : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Bismi, S.Ag.. M.Si Sebagai Pembimbing |
b. Azka Amalia Jihad, ME.I. Sebagai Pembimbing 1t

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Dara Ainal M

NIM : 180102057

Prodi : HES

Judul  Tinjauan Hukum islam dan UL No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen
Terhadap Jual Beli Makanan Kemasan Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan
Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang beriak
Ketiga . Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputt ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebdgaimana mestinya apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan
sebagaimana mestinya.

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry,



70

Lampiran 2: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Terhadap Jual Beli Makanan Kemasan
Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan
Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 10.00 WIB - Selesai

Hari/Tanggal : Kamis s.d Senin/ 4-8 Agustus 2022
Tempat : Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Pewawancara : Dara Ainal M

Pihak yang Diwawancarai  : Pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Tinjauan Hukum Islam dan UU
No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli
Makanan Kemasan Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi,
berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi
kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih

dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh:

1. Apakah pedagang menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan?
2. Apakah faktor-faktor atau alasan pedagang menggunakan styrofoam
sebagai kemasan makanan?
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. Apakah ada menggunakan kemasan makanan lain selain styrofoam?

. Apakah pedagang mengetahui bahwa styrofoam kurang baik digunakan
sebagai kemasan makanan?

. Jika pedagang mengetahui bahwa penggunaan styrofoam sebagai
kemasan makanan kurang baik bagi kesehatan, mengapa masih
menggunakannya?

Bagaimana pengetahuan atau pemahaman pedagang mengenai bahan
styrofoam sebagai kemasan makanan ?
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Lampiran 3: Dokumentasi

(Wawancara dengan pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh)
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